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DIREKSI PERUSAHAAN PERSERDM (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKAS| INDONESIA

Menimbang

Mengingat

bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan/atau Jasa mempunyai
peran penting dalam kegiatan Badan Usaha Milik Negara di mana
harus dilaksanakan dengan efektif, efisien dan taat asas serta
mengakomodasikan  prinsip  persaingan  yang  sehat,
terbuka/transparan dan adil sehingga diharapkan diperoleh suatu
proses pengadaan yang tertib, terkendali dan dapat
dipertanggungjawabkan guna mencapai tujuan pendirian Badan
Usaha Milik Negara;

bahwa sehubungan dengan dinamika bisnis yang memerlukan
respon yang cepat dalam proses pengadaan dalam mendukung
jadwal pelaksanaan proyel, maka diperlukan suatu mekanisme
pengadaan yang dapat mi‘gaknmodasikan kebutuhan tersebut
dan disertai dengan penyesuaian terhadap batasan kewenangan
dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa yang ada sehingga
pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan
efisien tanpa mengesampi

yang berlaku; E

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. dan b. di atas,

maka dipandang perlu u't:k menetapkan penyesuaian atas

gkan ketaatan terhadap ketentuan

KN.006/2014 yang telah djlakukan dua kali perubahan terakhir
menjadi KN.008/2018 dengan sebuah Keputusan Direksi baru
tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4297), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
Undang-undang Nomor 1£whun 2003 tanggal 19 Juni 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara;

Peraturan Pemerintah Nomaor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan  (Persero) di | Bidang Industri Telekomunikasi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2002
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam
Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia,
PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia,
PT Boma Bisma Indra, PJ Industri Kereta Api, PT Industri
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SURAT
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Perusahaan Perseroan |(Persero) PT Bahana Pakarya Industri
Strategis;

Anggaran Dasar PT INT) (Persero) sebagaimana tertuang dalam
Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor:
322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah mendapat pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:
Y.A.5/273/10 tanggal 1| Agustus 1975, dan telah diumumkan
pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97
tanggal 15 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H.,
Nomor: 34 tanggal 28 Februari 2017 dan telah diberitahukan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana | dimaksud dalam Surat Kementerian
Hukum dan Hak Asasi|Manusia Republik Indonesia Nomor:
AHU-AH.01.03-0114163 tanggal 7 Maret 2017;

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT  Industri Telekomunikasi Indonesia  Nomor:  SK-
292/MBU/M2/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang
Pemberhentian, Perubahan MNomenklatur Jabatan, dan
Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persera) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Jo. Surat
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT  Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor:  SK-
161/MBU/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Industri Jelekomunikasi Indonesia Jo. Surat
Keputusan Menteri Baddn Usaha Milik Negara selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor:  S5K-
213/MBU/M0/2019  tan 04 Oktober 2019 tentang
Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Industri Telekomunikasi Indonesia Jo. Surat Keputusan
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri
Telekomunikasi tndnnera Nomor:  SK-223/MBU/10/2019

tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi

Indonesia,

Tanggal:
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Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Nomor PER-08/MBU/12{2019 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara, tanggal 12 Desember 2019;

2. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.016/2019 tentang Struktur
Organisasi Perusahaan Tanggal 19 Desember 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN

BARANG DAN/ATAU JASA PERUSAHAAN

BAB |
UuMumM

Pasal 1

Pengertian Umum

Di dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1

Alat olah data (AOD) adalah perangkat komputer dan seluruh perangkat yang termasuk

dalam jaringan komputer yang digunakan di Perusa

Alat Tulis Kantor (ATK) adalah semua alat tulis ka

yang digunakan untuk menunjang kelancaran aktivi

Anak Perusahaan BUMMN yang selanjutnya disebut

yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN

haan;

ntor kecuali hasil cetakan/penjilidan,
tas Perusahaan:

Anak Perusahaan adalah perusahaan
yang bersangkutan atau perusahaan

vang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan
dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%;

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun
tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan

oleh pengguna barang;

Barang dan/atau Jasa Investasi adalah peralatan danj/atau Jasa yang dipakai untuk utilitas

bangunan, pengembangan, operasional produks

i, instalasi, test & commissioning,

pemeliharaan, aset yang disewakan atau aset yang secara langsung digunakan untuk

menghasilkan penjualan;

Tanggal:

Mo Distribusi
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10.

11.

12.

Barang dan/atau Jasa Non-Niaga adalah Barang dan/atau Jasa yang tujuan pengadaannya
untuk operasional Perusahaan, untuk digunakan atau dipakai habis dalam aktivitas
operasional Perusahaan atau dimiliki oleh Perusahaan, kecuali Barang dan/atau Jasa
investasi yang ditujukan untuk disewakan atau yang secara langsung digunakan untuk
menghasilkan penjualan;

Barang dan/atau Jasa Niaga adalah Barang dan/atau Jasa yang tujuan pengadaannya tidak
untuk dimiliki oleh Perusahaan secara terus menerus, melainkan untuk digunakan atau
dipakai habis dalam proses produksi untuk dijual dan Barang dan/atau Jasa Investasi yang
ditujukan untuk disewakan atau yang secara langsung digunakan untuk menghasilkan
penjualan;

Berita Acara Progress Pekerjaan (BAPP) adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti
penerimaan kemajuan pekerjaan Jasa yang ditérbitkan oleh unit yang melaksanakan
proyek atau fungsi lain yang ditunjuk dan ditandatangani bersama dengan Mitra/Vendor,
yang digunakan sebagai dasar penerbitan Service Acceptance (SA) atas penyelesaian
sebagian/tahapan pekerjaan oleh Mitra/Vendor;

Berita Acara Penerimaan Barang (BAPB) atau
digunakan sebagai bukti penerimaan Barang
menangani fungsi penerimaan Barang, atau fun

s Receipt (GR) adalah dokumen yang
ng diterbitkan oleh unit kerja yang
i Material Manajemen atau fungsi lain

yang ditunjuk, dan ditandatangani bersama dengan Mitra/Vendor;

Berita Acara Penerimaan Jasa (BAP)) atau Service Acceptance (SA) adalah dokumen vang
digunakan sebagai bukti penerimaan Jasa yang ditgrbitkan oleh unit kerja yang menangani
fungsi penerimaan Jasa, atau fungsi pengendalian pengadaan jasa atau fungsi lain yang
ditunjuk, dan ditandatangani bersama dengan Mitra/Vendor;

Berita Acara Uji Terima (BAUT) adalah dgkumen berupa laporan atas hasil
pemeriksaan/pengujian fungsi hasil pekerjaan| secara sistem vyang diterima dari
Mitra/Vendor, yang diterbitkan dan ditandatangan| oleh Unit Pemakai atau fungsi Operasi
atau fungsi lain yang ditunjuk dan ditandatangani persama MitraVendor;

Business Critical Asset (BCA) adalah Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja

utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya, antara lain:

a. untuk memenuhi jadwal proyek/pekerjaar) yang harus segera dipenuhi dari
pelanggan/kastemer baik yang bersifat invetasi maupun bukan, dimana proses
pengadaannya tidak mungkin dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung dengan
mengundang minimal 3 (tiga) calon Mitra, atal;

b. pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Mitra/Vendor yang telah memberikan dukungan
pemenangan tender atau perolehan kontrak dari kastemer/pelanggan, atau;

c. pengadaan Barang dan/atau Jasa dari Mitra/Véndor yang diminta oleh Kastemer.

Tanggal: D L No Distribusi :
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat (create), diubah

(change), disahkan/ditetapkan (release), diteruskan/dikirimkan (send), diterima (received),

dilihat (display) atau disimpan (saved) dalam

ntuk analog, digital, elektromagnetik,

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui Komputer
atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, an
yvang memiliki makna atau arti atau dapat
memahaminya;

tanggapan atas RFQ/SPPH/RKS dari Perusahaa
persyaratan administrasi, dokumen persyaratan te

Dokumen Penawaran adalah dokumen yang dis

E-Auction adalah proses penawaran harga melalui
secara real time;

E-procurement adalah proses pengadaan barang

lg,l-:a. Kode Akses, simbol atau perforasi
dipahami oleh orang yang mampu

ampaikan oleh Mitra/Vendor sebagai
n, vang berisi antara lain dokumen
knis dan/atau Surat Penawaran Harga;

peralatan elektronik yang dilaksanakan

fjasa yang pelaksanaannya dilakukan

secara elektronik yang berbasis web/internet derlgan memanfaatkan fasilitas teknologi

komunikasi dan informasi dengan menggunakan

Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner Fs
Barang dan/atau Jasa yang dibuat oleh pejabat ya
dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat digy
kewajaran harga penawaran;

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancar

(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram,
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi y

odul berbasis web base;

imate (OE) adalah perhitungan harga
g berwenang berdasarkan data yang
nakan sebagai referensi untuk menilai

data elektronik, termasuk tetapi tidak
gan, foto, electronic data interchange

ileks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

g telah diolah yang memiliki arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Jaminan Pengadaan adalah jaminan pada setiap pr
Bank yang diterbitkan oleh Bank Umum atau

pses pengadaan dalam bentuk Garansi
Surety Bond yang diterbitkan oleh

perusahaan asuransi yang terdaftar di Perusahaan, atau Corporate Guarantee khusus

untuk perusahaan tertentu yang diatur lebih la

Pengadaan pada Keputusan ini;

Jasa adalah keseluruhan bentuk pekerjaan atau

njut dalam Pasal mengenai Jaminan

kegiatan atau pemberian pelayanan

berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hu

k
atau layanan tersedia untuk digunakan oleh Peru$aan:

yang mengakibatkan suatu produk

Tanggal:
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21.

22,

23.

24,

25,

26.

27.

28.

Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah| ditentukan berdasarkan harga satuan
yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis
tertentu, yang volume dan kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat
kontrak ditandatangani, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran
bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia
Barang dan/atau Jasa;

Kontrak Lumpsum adalah Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa atas penyelesaian
seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap,
dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya
ditanggung oleh penyedia Barang dan/atau Jasa;

Kontrak Payung (Framework Agreement) adalah Kantrak Harga Satuan berjangka panjang
yang dapat berlaku selama-lamanya 4 (empat) tahun untuk menjamin ketersediaan
Barang dan/atau Jasa tertentu yang sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume
atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani,
dan pembayarannya dilakukan pada setiap akhir fahun anggaran yang didasarkan pada
hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap valume/kuantitas pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh penyedia Barang dan/atau Jasa secara nyata pada tahun bersangkutan;

Kontrak Terima Jadi (Turn Key) adalah Kontrak Pengadaan pekerjaan konstruksi atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga pasti
dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun
penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah
ditetapkan;

Laporan Pemeriksaan Barang (LPB) adalah ddkumen berupa laporan atas hasil
pemeriksaan/pengujian mutu Barang yang diterima dari Mitra/Vendor, yang diterbitkan
dan ditandatangani oleh fungsi pemeriksa Barang atau Unit Pemakai atau fungsi lain yang
ditunjuk dan ditandatangani bersama Mitra/Vendor;

Laporan Pemeriksaan Jasa (LP]) adalah doklimen berupa laporan atas hasil
pemeriksaan/pengujian Jasa yang diterima dari Mitra/Vendor, yang diterbitkan dan
ditandatangani oleh Unit Pemakai, fungsi proyek/operasi atau fungsi lain yang ditunjuk
dan ditandatangani bersama Mitra/Vendor;

Mitra/Vendor adalah badan usaha atau orang orangan yang salah satu kegiatan
usahanya menyediakan Barang dan/atau Jasa bagi Rerusahaan;

Mitra/Vendor Terseleksi (MUT) adalah Mitra/Vendor yang telah lulus evaluasi administrasi
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat diungdang dalam proses pengadaan barang
dan/atau Jasa di Perusahaan;

Tanggal: M L No Distribusi :
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29. Paket Pengadaan adalah pengelompokan atay penggabungan beberapa rencana
pengadaan yang telah dituangkan dalam PR atau nota permintaan perikatan harga;

30. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat dari unit-unit
kerja terkait yang terkait dalam proses pengadaan di internal Perusahaan dan
Mitra/Vendor yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi, dan
Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa;

31. Panitia Pengadaan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan Pejabat berwenang yang
melibatkan unit kerja lain di luar unit kerja yang menangani fungsi pengadaan, untuk
ditugaskan melaksanakan proses pengadaan Barang dan/atau Jasa Non-Niaga;

32. Pekerjaan Lanjutan adalah suatu pekerjaan | yang merupakan suatu kesatuan
konstruksi/teknis yang tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan sebelumnya, dimana
satu dan lainnya berkaitan;

33. Pekerjaan Tambahan adalah tambahan pekerjaan yang tidak dapat dihindari dalam
rangkaian penyelesaian pemborongan/pengadaan yang sedang berjalan dengan tetap
memperhatikan kualitas, harga dan waktu penyelesaian pekerjaan, dan jumlah
penambahan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga total yang tercantum dalam
PO/kontrak semula dengan Mitra/Vendor, kecuali untuk pekerjaan Niaga dapat lebih dari
10%;

34. Pengadaan Llangsung adalah kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan cara
pembayaran Tunai/Langsung tanpa PO (Cash and Carry) oleh unit pemakai atau oleh
fungsi pengadaan berdasarkan PR yang diterima dari unit pemakai;

35. Pemilihan Langsung adalah pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan
dengan mengundang minimal 3 (tiga) calon Mitra/\endor;

36. Pengadaan Tahun Jamak adalah Pengadaan Bar
kontraknya melebihi 12 bulan dan paling lama 3 (t

ng dan/atau Jasa yang pelaksanaan
) tahun;

37. Perabotan/Peralatan Kantor/Mebeuler adalah perabotan/peralatan yang dipakai untuk
menunjang kelancaran aktivitas perkantoran selain ATK, dan digolongkan ke dalam
kelompok Aset/Inventaris Perusahaan, antara lain|Furniture, Filing Cabinet, Mesin Tik,
Kalkulator, yang pengelolaannya dilaksanakan secara terpusat oleh fungsi umum atau
fungsi lain yang ditunjuk;

38. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia,
disingkat PT INTI (Persero);

Tanggal: 2 L Mo Distribusi ;
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39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

Perusahaan Terafiliasi Badan Usaha Milik Negarp adalah perusahaan yang sahamnya
minimum 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, gabungan
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, al%: gabungan Anak Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Karyawan PT INTI atau

Perusahan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Dana Pensiun PT INTI dan/atau
Koperasi PT INTI;

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen yang mengatur tentang ketentuan
teknis yang memuat namun tidak terbatas pada :
Ketentuan dan syarat pengadaan;

Rincian lingkup pekerjaan;

Volume pekerjaan/Bill of Quantity (BoQ) jika ada;
Spesifikasi teknis pekerjaan atau Barang;
Jadwal pelaksanaan pekerjaan (plan of work);
Cara pembayaran;

Penyerahan Barang atau pekerjaan;
ketenmtuan lain-lain:

TR Ry

Sewa adalah bentuk perikatan dimana pihak |yang satu mengikatkan diri untuk
memberikan manfaat’kegunaan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu
tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disepakati dimana status kepemilikan
barangnya tetap berada pada pemiliknya yang sah;

Sewa Guna Usaha adalah kegiatan Pembiayaan dengan menyediakan Barang baik
dengan hak opsi (finance/capital lease) maupun tanpa hak opsi (operating lease) untuk
digunakan oleh Perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara angsuran/berkala;

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Surat Penawaran Harga (SPH) atau Quotation pdalah surat yang diterbitkan oleh
Mitra/Vendor untuk menawarkan Harga Barang dan/atau Jasa yang diminta oleh
Perusahaan:

Surat Permintaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa ($PPB/)) atau Purchase Requisition (PR)
adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pengadaan Barang dan/atau Jasa, untuk
memenuhi kebutuhan Barang dan/atau Jasa;

Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) atau Request for Quotation (RFQ) adalah
surat yang diterbitkan oleh Perusahaan kepada Mitra/Vendor untuk meminta penawaran
harga atas Barang dan/atau Jasa yang diperlukan;

Tanggal: B No Distribusi :
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47.

48.

49,

52.

54.

Surat Pesanan/Purchase Order/PO/Kontrak adalah
dengan Mitra/Vendor untuk melaksanakan pengac

perjanjian tertulis antara Perusahaan
laan Barang dan/atau Jasa;

Term of Reference (TOR) adalah dokumen yang

enguraikan antara lain mengenai latar

belakang, pengertian dari obyek yang diminta dan output yang ingin dicapai/diperoleh,
menerangkan tentang lokasi penyelenggaraan kegiatan, menjelaskan tentang waktu yang

. Up Grade adalah peningkatan kemampuan teknis

. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

diperlukan untuk menjalankan kegiatan, menj

barkan tentang bagaimana kegiatan

tersebut akan dilaksanakan, dan menuangkan Anggaran yang tersedia;

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya;

menambahkan atau menerima sejumlah uang un
memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Trade Off adalah pertukaran Barang yang dimilik
tanpa adanya penambahan sejumlah uang oleh
tersebul:

Unit Pemakai/User/Requestioner adalah unit ke
membutuhkan Barang dan/atau Jasa dengan ca
Pembelian Tunai / Langsung;

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
orang perorangan atau badan usaha yang bukan m¢
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau m
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

. Trade In adalah pertukaran Barang yang dimiliki Perusahaan dengan Barang baru dengan

uk pertukaran tersebut, dengan tetap

i Perusahaan dengan Barang lainnya
Perusahaan untuk pertukaran Barang

ria di lingkungan Perusahaan yang
ra menerbitkan PR atau melakukan

dari Barang vang sudah ada;

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
rupakan anak perusahaan atau bukan
enjadi bagian baik langsung maupun

besar yang memenuhi kriteria Usaha

Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
perundang-undangan yang mengatur tentang Usah

perorangan dan/atau badan usaha
sebagaimana diatur dalam peraturan
a Mikro, Kecil dan Menengah.

. Usulan Cara Pengadaan (UCP) adalah dokumen penetapan cara pengadaan.

Tanggal:

Mo Distribusi ;
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Pasal 2
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi setiap unit kerja
yang terkait dalam pelaksanaan manajemen logistik dan proses pengadaan Barang
dan/atau Jasa di lingkungan Perusahaan.

(2) Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk:
a. Menciptakan keseragaman, konsistensi |dan ketertiban dalam pelaksanaan
pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan;

b. Menghindari dan mencegah terjadinya peftentangan kepentingan di antara para
pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan
pengadaan Barang dan/atau Jasa Perusahaan;

¢. Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau
melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan

atau pihak lain yang secara langsung ataypun tidak langsung dapat merugikan
Perusahaan,

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur kebijakan, prosedur dan kewenangan
pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Perusahaan.

Pasal 4
Prinsip Pengadaan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan Prinsip Pengadaan
sebagai berikut:
a.  FEfisien, berarti pengadaan Barang dan/atau Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan
hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan
kemampuan seminimal mungkin secara wajarl dan bukan hanya didasarkan harga
terendah:
b.  Efektif, berarti pengadaan Barang dan/atau Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan dan dapat memberikan manifaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan
sasaran yang ditetapkan;
c.  Kompetitif, berarti pengadaan Barang dan/atau| Jasa harus terbuka bagi Mitra/Vendor
yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara
Mitra/Vendor yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan
dan prosedur yang jelas dan transparan;

No Distribusi :
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Transparan, berarti ketentuan dan informasi mer
termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, t;
terbuka bagi MitraVendor yang berminat;
Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan y:
memenuhi syarat;

Terbuka, berarti Pengadaan barang dan/atau jasa
yang memenubhi syarat; dan

Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan ¢
menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan pj

Pasal 5
Etika Pengadaar

)genai pengadaan Barang dan/atau Jasa
ata cara evaluasi, hasil evaluasi, sifatnya

ing sama bagi calon Mitra/Vendor yang
dapat diikuti oleh semua Mitra/Vendor

lapat dipertanggungjawabkan sehingga
enyimpangan.

i

tungan Perusahaan wajib menerapkan

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa t

ggung jawab untuk mencapai sasaran

kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan Barang dan/atau Jasa;

Bekerja secara professional, mandiri, dan menja

kerahasiaan informasi yang menurut

sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan

Barang dan/atau Jasa;

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat

persaingan tidak sehat;

Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
Menghindari dan mencegah terjadinya pertent
baik langsung maupun tidak langsung, yang b
dalam pengadaan barang dan/atau jasa;

ngan kepentingan pihak yang terkait,
erakibat persaingan usaha tidak sehat

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan

Perusahaan dalam pengadaan Barang dan/atau |

kN

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak

langsung merugikan Perusahaan;
Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidd
menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan aj
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pe

k menjanjikan untuk memberi atau
pa saja dari atau kepada siapapun yang
ngadaan Barang dan/atau Jasa.

Tanggal:

Mo Distribusi :




(1) Pakta Integritas ditandatangani oleh dan pada saat:
Selurub pejabat yang memiliki kewenangan mengajukan dan menetapkan PR pada

d.

b.

(2) Penerbitan dan penandatanganan Pakta Integritas ¢

Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang

setiap Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
Seluruh pejabat yang menandatangani kesepi
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Pasal &
Pakta Integritas

akatan penunjukan langsung dengan

Mitra/Vendor pada saat pemenangan tender dleh fungsi pemasaran;

Seluruh pejabat yang mengajukan dan menég
PO/Kontrak pada setiap pengadaan Barang d

Seluruh Pejabat Struktural dan Karyawan ya

pada setiap awal tahun;

Pejabat dari Mira/Vendor yang memb

Pesanan/Purchase Order/PO/Kontrak pada seti
Order/PO/Kontrak dari Perusahaan:

tapkan HPS, menetapkan RFQ dan
/atau Jasa;
ditugaskan pada fungsi pengadaan

buhkan tandatangan pada Surat
ap menerima Surat Pesanan/Purchase

Petugas Pembelian Tunai/Langsung untuk janmgka waktu sampai dengan 12 (dua

belas) bulan.

BAB Il

lapat dilakukan secara elektronik.

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7
Ketentuan Umum

. mendapatkan barang dan jasa vang

embiayaannya berasal dari anggaran

Badan Usaha Milik Negara yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

(2) Pelaksanaan pengadaan wajib dilengkapi dengan [dokmen justifikasi pengadaan sesuai
dengan format pada Lampiran 1 Keputusan ini untuk kemudian dibahas dan ditentukan
pada saat Kick off Meeting Proyek terkait yang memuat antara lain :

a. Dasar pengadaan Barang dan/atau jasa (adapya kontrak jual atau adanya RKAP
Investasi yang sudah disetujui pada RUPS),|dan/atau rencana buffer stock dari
rencana bisnis atau kajian bisnis yang telah mendapat persetujuan Direksi;

b. Alasan penentuan metoda atau cara pengadaan yang dipilih;

c. Cara dan waktu pengadaan yaitu:

1. beauty contest, untuk pengadaan barang|niaga dan non niaga yang belum atau
tidak ada kontrak jual;
2. seleksi terbatas, untuk pengadaan niaga /dan non niaga dengan alternatif cara
Tanggal: A J No Distribusi :
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(3)

(4)

(5)

(6)

Penunjukan Langsung, Pengadaan

Langsung atau Swakelola untuk setiap proses pengadaan dilengkapi dengan

pengadaan melalui Pemilihan Langsun;

List of Material (LOM), Term of Referenc

d.
dengan diterbitkannya surat penetapan pen
pekerjaan;

e. Jumlah Anggaran yang tersedia;

f. Tanda tangan pejabat fungsi pengadaa

pelaksanaannya dilakukan melalui kepanitiaar

Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan de
Good Corporate Governance (GCC).

Pada setiap awal tahun anggaran, masing-masing

(TOR) dan Anggaran yang tersedia;

Target waktu pengadaan, mulai dari tahap pemasukan proposal penawaran sampai

nenang atau penunjukan pelaksana

n dan/atau  pemberi
.

tugas, jika
ngan memperhatikan prinsip-prinsip

unit dapat membuat Daftar Rencana

Pengadaan atau Material Requirement Planning (MRP).

MRP Barang dan/atau Jasa Non-Niaga mengacu

pada RKAP, sedangkan MRP Barang

dan/atau Jasa Niaga mengacu pada Forecast kebutyhan pada tahun tersebut yang dibuat

oleh masing-masing unit kerja di fungsi pemasaran.

Pelaksanaan pengadaan harus memperhatikan d
antara lain dalam hal:

a.
tanggung jawab kepada pihak ketiga;

b.  Menghitung risiko kerugian ekonomis;

¢.  Merencanakan langkah pencegahan atau n

pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, penggt

an menerapkan Manajemen Risiko,

Mengidentifikasi risiko yang dapat mengakibatkan penambahan waktu, nilai dan

itigasi risiko yang berkaitan dengan
snaan valas dan Jaminan Pengadaan.

(7) Proses pelaksanaan pengadaan dilaksanakan dengdn 2 (dua) cara sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan setelah PR di-release oleh Unit Pemakai
dalam hal kebutuhan Barang dan/atau Jasa telah bisa ditetapkan oleh Unit Pemakai
berdasarkan Surat Pesanan/Purchase Order/RO/Kontrak dari pemberi kerja;

b. Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan sebelum PR di-release oleh Unit Pemakai
dalam hal fungsi pemasaran/sales engineering membutuhkan Barang dan/atau Jasa
dalam rangka pemenangan tender yang dilakukan oleh calon pemberi kerja atau
pelaksanaan Kontrak Payung untuk kemudian akan ditindaklanjuti dengan
penerbitan PR dan PO setelah Perusahaan menerima Surat Pesanan/Purchase
Order/PO/Kontrak dari pemberi kerja.

(8) Untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa tertentu yang sifat kebutuhannya rutin (dapat
direncanakan dalam satu tahun anggaran) atau karena mereknya atau Mitra/Vendornya
telah ditetapkan oleh pemberi kerja, kontrak pengadaannya dapat dilakukan dengan
pola Kontrak Payung/Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Tanggal: ' ] A No Distribusi -




DIVISI PENGADAAN SURAT No : KN.11/2020
NIAGA & MITRA Edisi :
KEPLITUSAM DIREKSI
USAHA e Halaman  : 16 dari 57
(9) Barang yang telah dipakai selama periode waktu tertentu dan menurut kebutuhan

(10)

(11)

(12)

(13)

(2) Secara umum proses pengadaan Barang dan/atau Jas
a.

fungsinya perlu ditingkatkan kemampuan teknisny.
Barang aset tetap yang telah dipakai selama
pertimbangan teknis atau pertimbangan
menguntungkan, dapat dilakukan Trade In atau Tr:

Jika dipandang lebih menguntungkan dan sesuai
Barang dapat dilakukan dengan cara Sewa atau Se

Dalam setiap proses pengadaan Barang dan/atau

lainnya dan

a, dapat dilakukan Up grade.

periode waktu tertentu, dengan
jika dipandang lebih
de Off,

kebutuhan Perusahaan, pengadaan
wa Guna Usaha.

Jasa, fungsi penerima, Unit Pemakai

dan fungsi lain yang terkait harus memperhatikan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan
Lingkungan (K3L) sesuai dengan pedoman yang berlaku di Perusahaan.

Pengadaan Barang dan Jasa strategis yang memilik

pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) pada g

Pasal 8

Proses Pengadaan Barang

Untuk membedakan tujuan penggunaan, Barang d3
Barang dan/atau Jasa Non Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6

d.
Keputusan ini.
b.

ini.

Penerbitan justifikasi pengadaan

b. Penerbitan PR atau Nota permintaan untuk Kontr
perencanaan pengadaan dan dokumen penduk
di SAP di antaranya namun tidak terbatas pada :

Pakta Integritas; dan

Barang dan/atau JasaTOR; dan/atau

BOQ atau Volume; dan/atau

Spesifikasi Teknis/ Cambar; dan/atau

Waktu Pelaksanaan; dan/atau
Persetujuan penggunaan anggaran unt
pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Nia

® e ep o

nilai yang signifikan dapat dilakukan
roses evaluasi Surat Penawaran.

dan/atau Jasa

n/atau Jasa dikelompokkan menjadi:

Barang dan/atau Jasa Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Keputusan

a melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Payung yang diterbitkan oleh fungsi
g lainnya yang tidak dapat diproses

Persetujuan Investasi untuk Pengadaan EﬂTestasi: dan/atau

Pengadaan Tahun Jamak untuk
bukan Investasi.

c. Penerbitan HPS dan UCP (Usulan Cara Pengadaan); dan/atau
d. Penerbitan RFQ; dan/atau

e. Pelaksanaan Aanwijzing (jika diperlukan); dan/atau

Tanggal:
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e. Pelaksanaan Aanwijzing (jika diperlukan); dan/atau
f. Penerimaan Surat Penawaran Harga/ Quotation| dan/atau
g. Evaluasi Surat Penawaran Harga; dan/atau
h. Proses Negosiasi harga (jika diperlukan), waktu penyerahan dan ketentuan lainnya;

dan/atau

o

dan

2 I

(1) Pelaksanaan pengadaan dilaksanakan dengan cana:

a.
b.

Pasal 9

Penerbitan Surat Pesanan/Purchase Order/PO dan Kontrak (jika diperlukan); dan
Pemeriksaan Barang dan/atau Jasa yang dibuktikan dengan LPB atau LPJ atau BAUT;

Penerimaan Barang dan/atau Jasa yang dibuktikan dengan GR/SA; dan
Penerimaan invoice/ tagihan; dan
. Proses pembayaran sesuai Surat Pesanan/Purchase Order/PO/Kontrak; dan
Masa pemeliharaan/garansi.

Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Konvensional/manual; dan/atau
Menggunakan peralatan/aplikasi IT.

(2) Pelaksanaan proses pengadaan Barang dan/atay Jasa yang dilaksanakan dengan cara
manual /tanpa menggunakan aplikasi IT/SAP adalah sebagai berikut:

a.
b.
2

Rl R -

(3} Pelaksanaan proses pengadaan Barang dan/atau |
adalah sebagai berikut :

Penerbitan Nota permintaan pengadaan;
Penerbitan Pakta Integritas;

Pengiriman BoQ, As Plan, TOR atau dokumen lain sebagai kelengkapan PR dari
Unit Pemakai kepada fungsi pengadaan (jika diperlukan);

Penerbitan HPS dan UCP;

Pelaksanaan Aanwijzing/Rapat Penjelasan |
Penerimaan SPH/Quotation;

Evaluasi Surat Penawaran Harga;

ika diperlukan);

Proses Negosiasi harga (jika diperlukan), waktu penyerahan dan ketentuan lainnya;

Penerbitan Kontrak (jika diperlukan);
Penerbitan LPB, LPJ, BAUT, BAPP.

asa yang menggunakan aplikasi IT/ SAP

a. Penerbitan PR;
b.  Penerbitan RFQ);
c. Penerbitan PO;
d Penerbitan GR/SA;
e. Proses pembayaran sesuai PO.
Tanggal: ) l No Distribusi :
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(4) Dokumen dan/atau Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilakukan dengan
menggunakan aplikasi IT/SAP tidak mengesampingkan dokumen yang dibuat dan/atau
proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan dengan cara manual
sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

(5) Dalam hal telah ada perikatan atau Kontrak Harga Satuan atau pengadaan dilaksanakan
dengan repeat order (pemesanan kembali) maka proses pengadaan dilaksanakan dengan
tahapan sebagai berikut:

Penerbitan PR;

Negosiasi Harga, waktu dan atau ketentuan lain (jika diperlukan);

Penerbitan PO:

Penerbitan CR/SA;

Proses Pembayaran sesuai PO.

= S =

(6) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa sedapat mungkin mengutamakan
penggunaan produksi dalam negeri, rancang bapgun dan perekayasaan nasional, serta
perluasan kesempatan bagi usaha kecil dengan tetap mengindahkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Penerbitan Purchase Reqliﬂ?rhn (PR)

(1) Setiap proses pengadaan Barang dan/atau Jasa harus berdasarkan PR yang diterbitkan
oleh Unit Pemakai kecuali untuk pengadaar] Barang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (2} Keputusan ini. Khusus untuk proses pembuatan Kontrak
Payung atau untuk memenuhi permintaan| Barang danfatau Jasa dari fungsi
pemasaran/sales engineering dalam rangka pemenangan tender, dasar proses perikatan
dengan Mitra/Vendor adalah dapat berupa Nota|permintaan kepada fungsi pengadaan.

(2) Berdasarkan atas tujuan penggunaan Barang dan/atau Jasa yang akan diadakan, PR
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
a. PR untuk Barang danfatau Jasa Non-Niaga; atau
b. PR untuk Barang dan/atau Jasa Niaga.

(3) Penerbitan PR untuk Barang dan/atau Jasa Npn-Niaga harus mengikuti ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

a.  Digunakan untuk mengajukan kebutuhan Perusahaan akan Barang dan/atau Jasa
Investasi atau Operasional Perusahaan, atgu Pengembangan Produk sesuai RKAP
tahun berjalan. Dalam hal tidak ada dalal;L RKAP, unit kerja yang membutuhkan
Barang dan/atau Jasa harus mengajukan analisa/justifikasi tertulis kepada Direksi
untuk mendapat persetujuan.

Tanggal: ) l Mo Distribusi ;
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Untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa Investasi, PR harus dilengkapi dengan
persetujuan anggaran dari unit kerja yang mengelola Anggaran Perusahaan dan
persetujuan Investasi secara tertulis darj Direksi sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direksi tentang Kebijakan Keuangan Perusahaan.

Untuk pengadaan Barang Prototype, harus dilengkapi dengan analisa
pembuatan produk (genuine) yang dibuat gleh fungsi pengembangan produk dan
mendapat persetujuan dari Direksi.

Untuk pengadaan AOD, spesifikasi Barang dan penerbitan PR ditetapkan dan
dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani fungsi Information Technology (IT)
atau fungsi lain yang ditunjuk.

Untuk pengadaan Perabot Kantor/Meubeler, Kendaraan, Bangunan, Instalasi
Bangunan/Halaman, Jasa Foto Copy, Air Mineral, Cetakan, Jasa Penilai, Asuransi
Kerugian Aset, Jasa Tenaga Pengamanar| (Security/Satuan Pengamanan), asa
Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service), Jasa Penyediaan makanan bagi karyawan
(Catering), dan Jasa Penyediaan angkutan bagi karyawan, spesifikasi Barang
dan/atau Jasa, penerbitan PR ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit kerja yang
menangani fungsi umum atau fungsi lain yang ditunjuk.

Untuk pengadaan Alat Ukur, spesifikasi baan dan penerbitan PR ditetapkan dan

dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani fungsi sales engineering (SE) atau
fungsi lain yang ditunjuk.

Untuk pengadaan Mesin Produksi dan Perkakas Kerja Produksi, spesifikasi barang
dan penerbitan PR ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani
fungsi produksi atau fungsi lain yang ditunjjk.

Untuk pengadaan Jasa Tenaga Kerja, Pelatihan dan Jasa Konsultan SDM, spesifikasi
pegawai/tenaga kerja dan penerbitan PR ditetapkan dan dilaksanakan unit kerja
yang menangani fungsi sumber daya man:jia atau fungsi lain yang ditunjuk.
Untuk pengadaan Jasa KAP/Audit Indepdnden, spesifikasi dan penerbitan PR
ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani fungsi audit internal
atau fungsi lain yang ditunjuk.
Untuk pengadaan Jasa Pameran, Jasa Kgnsultan/Manajemen serta pengadaan
Barang dan/atau Jasa untuk layanan kegiatan bersama Perusahaan dan kegiatan
sosial Perusahaan, spesifikasi Barang dan/atau Jasa dan penerbitan PR ditetapkan
dan dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani fungsi sekretariat perusahaan
atau fungsi lain yang ditunjuk.
Untuk pengadaan Jasa Konsultan Hukum | Cood Corporate Governance (GCG),
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Jasa Pengurusan Perijinan, spesifikasi
Barang dan/atau Jasa dan penerbitan PR ditetapkan dan dilaksanakan oleh unit
kerja yang menangani fungsi hukum dan kepatuhan atau fungsi lain yang ditunjuk.
Untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Tahun Jamak, anggarannya harus
mendapat persetujuan dari Direksi.

(4) Penerbitan PR untuk Barang dan/atau Jasa Niaga harus mengikuti ketentuan ketentuan
sebagai berikut :
Tanggal: 8] L No Distribusi :
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a.  Digunakan untuk mengajukan pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga yang harus
dllengkapi dengan:
Surat Pesanan/Purchase Order/PO/Kon
2. SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dari
atau
3. Surat Penetapan Pemenang dari Pem
Berita Acara E-Auction; atau
5.  Exception Request (ER) yang dilengkapi dengan kajian tertulis dari fungsi
pemasaran yang disetujui Direksi apabjla dokumen sebagaimana dimaksud
pada angka 1-4 di atas belum tersedia.
6. Persetujuan Investasi dari Direksi jika Pengadaan Barang dan/atau Jasa
termasuk ke dalam Barang dan/atau Jasp investasi.
b.  Digunakan untuk mengajukan pengadaan Barang Persediaan yang harus
dilengkapi dengan analisis kelayakan persediaan yang dibuat oleh fungsi
pemasaran yang disetujui oleh Direksi.

rak Penjualan; atau
temer/pelanggan atau yang sejenis;

ri Kerja; atau

s

(5) PR secara umum harus memuat minimal hal-hal sebagai berikut:
a. Informasi yang jelas mengenai Barang, anlara lain nama, spesifikasi, jumlah,
gambar teknis;
b.  Informasi terkait pekerjaan Jasa, antara lain lingkup pekerjaan Jasa, output hasil
pekerjaan, hak dan kewajiban penyedia Jasa danfatau ketentuan lain yang
dituangkan dalam TOR.
TOR ini disusun dan ditetapkan oleh Unit Bemakai dan atau fungsi Engineering
yang merupakan bagian/lampiran PR dan dibyat berdasarkan pertimbangan bahwa
fungsi pengadaan tidak dapat melaksanakan |proses pengadaan dengan tepat jika
tidak memperoleh informasi yang tertuang di dalam TOR tersebut;
Tanggal/jadwal kebutuhan Barang dan/atau Jasa;
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.

o n

(6) PR dinyatakan sah apabila telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
kewenangan pengadaan yang telah ditetapkan. Persetujuan PR dilaksanakan dengan
aplikasi IT dengan cara pejabat yang memiliki kewenangan sesuai prosedur yang
ditetapkan dalam aplikasi IT/SAP melakukan refease atas PR tersebut.

(7) Pada saat menerbitkan PR, unit penerbit PR hafus memperhitungkan jangka wakitu
Standar (lead time) yang diperlukan untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa.

(8]  Unit penerbit PR dapat memberikan informasi harga Barang dan/atau Jasa yang akan
dibeli sebagai referensi bagi unit kerja yang menangani fungsi pengadaan dan logistik
dalam pembuatan HPS.
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(9) PR yang tidak lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal ini dapat dikembalikan
oleh unit kerja yang menangani fungsi perencanaan pengadaan kepada unit penerbit PR
untuk dilakukan perbaikan atau melengkapi data-data pendukung yang masih kurang,

Pasal 11
Penetapan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)

(1) Perhitungan HPS harus dilaksanakan secermat mungkin dan dapat menggunakan salah

satu dari data/referensi antara lain sebagai berikpt:

d.

mepang

&
h.

Harga pasar terkini yang diperoleh |dari hasil survey pasar menjelang
dilaksanakannya pengadaan; atau
Informasi media cetak maupun media lainnya; atau

Price list dari pabrikan, agen atau distributor; atau

Harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi pemerintah; atau
Perkiraan perhitungan biaya oleh ahli/Engiheering Estimate (EE) ; atau

Harga beli sebelumnya atau harga beli dari instansi/unit lain yang telah dianggap
wajar; atau

Harga jual yang diperhitungkan atau RAB;|atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam hal Barang dan/atau Jasa spesifik atau Barang yang jenis atau mereknya atau
penyedianya telah ditetapkan oleh pemberi kerja, referensi harga untuk pembuatan HPS
cukup menggunakan harga jual yang diperhitungkan atau RAB.

(3) Penetapan HPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

2.

Harus telah memperhitungkan pajak-pajak atau bea masuk sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;
tidak diperkenankan memasukkan biaya|tak terduga, biaya lain-lain dan pajak
penghasilan Mitra/Vendor;
disahkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam kewenangan
Pengadaan yang telah ditetapkan;

bersifat terbuka/transparan, kecuali apabila dinilai lebih menguntungkan
Perusahaan dapat dilakukan secara tertutup; dan

realisasi pengadaan Barang dan/atau Jasa idak boleh melebihi HPS.

(4)  Berdasarkan HPS yang telah disahkan, jenis Barang, sifat kebutuhan dan bidang usaha
Mitra/Vendor maka unit kerja yang menangani fungsi perencanaan pengadaan
mengusulkan nilai HPS dan cara pengadaan kepada pejabat yang berwenang untuk
ditetapkan.

(5) Penetapan HPS yang melebihi RAB harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
penerbit PR dan dilakukan penyesuain nilai RAB nya.

Tanggal:
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Pasal 12

Penetapan Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non-Niaga

(1) Metoda Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Non Niaga terdiri dari:

d.

b
.
d

Pengadaan Langsung (pembelian tunai);
Penunjukan Langsung;

Pemilihan Langsung;

Pelelangan Terbuka.

(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga dilakukan secara Pengadaan Langsung tanpa
PR dan/atau PO atau Kontrak oleh Unit Pemakai,|dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

Nilai sampai dengan Rp 10.000.000,- isepailluh juta rupiah) sebelum pajak-pajak
dapat dilakukan oleh semua Unit Pemakai, kecuali barang yang masuk kategori AOD,
Mesin, Perkakas, alat Ukur, Mesin, Kendaraan dan Perabot Kantor/Meubeler tidak
dapat diadakan/dibeli dengan cara Pembelian Tunai/Langsung oleh Unit Pemakai.
Nilai sampai dengan Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sebelum pajak-
pajak dapat dilakukan oleh unit kerja yang menangani fungsi pengembangan produk,
namun khusus untuk kebutuhan program pengembangan produk (genuine) yang
programnya telah disetujui oleh Direksi dalany RKAP.
Pengurusan sertifikasi dapat dilakukan dengdn cara Pengadaan Langsung oleh Unit
Pemakai tanpa pembatasan nilai.
Pengadaan Langsung oleh Unit Pemakai hanya dapat dilakukan oleh karyawan
tertentu yang telah ditunjuk oleh pejabat setirgkat Kepala Divisi terkait dan disetujui
pejabat setingkat Kepala Divisi yang menangani fungsi keuangan korporasi, Direktur
Terkait, untuk jangka waktu maksimum 12 |(dua belas) bulan dan dapat ditunjuk
kembali.
Pertanggungjawaban bukti-bukti biaya Pen
ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
Secara periodik realisasi Pengadaan Langsung direview oleh fungsi internal audit.
Untuk mekanisme Pengadaan Langsung cecdra online dapat dilakukan oleh semua
unit pemakai oleh karyawan tertentu yang|telah ditunjuk oleh Pejabat setingkat
Kepala Divisi terkait dengan nilai maksimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
sebelum pajak-pajak oleh semua unit pemakai.
Rincian barang yang dapat dibeli dengan Pengadaan Langsung secara online adalah
barang-barang yang didasari oleh PR yang sudah terbitkan oleh unit pemakai dengan
melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada penjual online tersebut dengan cara:
1. Memastikan rating Penjualan toko online tersebut baik;
2. Memastikan kontak penjual aktif dan bisa dihubungi untuk informasi
ketersediaan stock dan kepastian pengiriman barang;
3. Memastikan toko online dapat menerbitkan invoice dan dokumen kelengkapan
invoice yang dibutuhkan.

daan Langsung dilaksanakan sesuai
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i.

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga dilakuk
kepada 1 (satu) MUT/Mitra/Vendor dengan mer
memenubhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai
a.

b.
C.

Resiko pelaksanaan Pengadaan Langsung seq
masing unit pemakai.

ara online ditanggung oleh masing-

an dengan cara Penunjukan Langsung
werbitkan PO atau Kontrak apabila
berikut:

Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah); atau
Barang dan/atau Jasa yang merupakan Business

Critical Asset:

Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan/atau Jasa yang dapat melaksanakan

pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (user
ketentuan perundangan yang berlaku;
Barang dan/atau Jasa bersifat knowledge intens
memelihara produk tersebut membutuhkan
Mitra/Vendor;

Bila pelaksanaan Tender/Seleksi Umum atau T

requirement) atau sesuai dengan

jve dimana untuk menggunakan dan
} kelangsungan pengetahuan dari

ender Terbatas/Seleksi Terbatas telah
Mitra/Vendor yvanvdibutuhkan atau

2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkar

tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atdu tidak ada pihak yang mengikuti

tender/seleksi;
Barang dan/atau Jasa yang dimiliki oleh pem
(HAKl)/paten atau yang memiliki jaminan
Manufacture;

ng Hak Atas Kekayaan Intelektual
arranty) dari Original Fquipment

Penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan asset strategis

perusahaan;

Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembeli
harga yang ditawarkan menguntungkan dengan
dan/atau Jasa;

Penanganan darurat akibat bencana alam, baik

(force majeure)
Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara te

sebelumnya;

an berulang (repeat order) sepanjang
tidak mengorbankan kualitas Barang

yang bersifat lokal maupun nasional

knis merupakan satu kesatuan yang

sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pIkerjaan yang sudah dilaksanakan

Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN,

nak Perusahaan, atau Perusahaan

Terafiliasi Badan Usaha Milik Negara sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat

dipertanggungjawabkan dan Barang dan/atau J;?}a

layanan sesuai dengan bidang usaha dari Mitr
Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan

dimaksud merupakan produk atau
Vendor;
nilai tertentu yang ditetapkan Direksi

dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; dan/atau
Konsutan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan
tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud

ketentuan ayat (3) huruf a sampai

dengan m di atas dilakukan dengan ketentuan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan

Tanggal:
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merupakan produk atau layanan sesuai der
bersangkutan dan dimungkinkan dalam perat

(4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa senilai di atas Rp
dilakukan secara Pemilihan Langsung dengan kete
Untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua

a.

gan bidang usaha dari Mitra/Vendor
uran sektoral.

200.000.000,- (Dua Ratus juta Rupiah)

ntuan sebagai berikut :
ratus juta rupiah) sampai dengan Rp

10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilab(sanakan dengan mengundang 3 (tiga)

Mitra/Vendor dan sekurang-kurangnya terda
Dalam hal keterbatasan Mitra/Vendor yang dapat menyediakan Barang dan/atau Jasa

Tt 2 (dua) penawaran yang masuk.

sehingga jumlah Mitra/Vendor minimal tidak dapat memenuhi ketentuan pada huruf

a ayat ini, maka proses pengadaan dapaﬁ
Mitra/Vendor yang tersedia.

(3)

(1)

Untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa Investas
miliar rupiah) dilaksanakan dengan cara Pelelang
yang ditentukan oleh Perusahaan, sehingga duni:
memenuhi kualifikasi dapat mengikuti Pelelanga
oleh 3 (tiga) Mitra/Vendor dan sekurang-kuran
masuk.

Metoda Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk

Pasal 13

dilaksanakan dengan mengundang

di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh

lan Terbuka yang diumumkan di media
3 usaha dapat mengetahuinya dan yang

n. Pelelangan Terbuka minimal diikuti
ya terdapat 2 (dua) penawaran yang

Penetapan Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga

Niaga terdiri dari;

a.
b.
&

Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung;
Pemilihan Langsung.

(2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga dilakukan
dan/atau PO atau Kontrak oleh Unit Pemakai
ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

Nilai sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua
pajak dapat dilakukan oleh semua Unit Pe
Khusus  untuk  keperluan  proyek
Gudang/Lahan/Rumah/Mess, nilai  Pen
Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta
ketentuan sebagai berikut:
1. Nilai sampai dengan Rp 50.000.000,-
langsung oleh karyawan tertentu yang te
2. Nilai di atas Rp 50.000.000,- (Lima
Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh ju

secara Pengadaan Langsung tanpa PR
atau oleh fungsi pengadaan, dengan

puluh lima juta rupiah) sebelum pajak-
makai.

CME, OSP, atau pengadaan
padaan Langsung dapat di atas
rupiah) sebelum pajak-pajak dengan

(Lima puluh juta rupiah) dilaksanakan
lah ditunjuk.

puluh juta rupiah) sampai dengan
ita rupiah) dilaksanakan oleh karyawan

Tanggal:
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e

tertentu yang telah ditunjuk atas persetujuan pejabat setingkat Kepala Divisi
terkait.
3. Nilai di atas Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima juta fupiah) dilaksanakan oleh karyawan
tertentu yang telah ditunjuk atas persetujuan Direktur terkait.
4. Nilai di atas Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah) dilaksanakan oleh
karyawan tertentu yang telah ditunjuk ata$ persetujuan Direktur Utama.
Pengadaan Langsung oleh Unit Pemakai hanya dapat dilakukan oleh karyawan
tertentu yang telah ditunjuk oleh pejabat|setingkat Kepala Divisi terkait dan
disetujui pejabat setingkat Kepala Divisi yang menangani fungsi keuangan
korporasi, Direktur terkait, Direktur yang menangani fungsi SOM dan Direktur
Utama, untuk jangka waktu maksimum 12 (dua belas) bulan dan dapat ditunjuk
kembali.
Pertanggungjawaban bukti-bukti biaya Pengadaan Langsung dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
Secara periodik realisasi Pengadaaan Langsung direview oleh fungsi internal audit.
Untuk mekanisme Pengadaan Langsung secafa online dapat dilakukan oleh semua
unit pemakai oleh karyawan tertentu yang lelah ditunjuk oleh pejabat setingkat
Kepala Divisi terkait dengan nilai maksimal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
sebelum pajak-pajak oleh semua unit pemakai.
Rincian barang yang dapat dibeli dengan |Pengadaan Langsung secara online
adalah barang yang didasari oleh PR yang sudah diterbitkan oleh unit pemakai
dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada penjual online tersebut :
1. Memastikan Rating Penjualan toko onling tersebut baik;
2. Memastikan kontak penjual aktif dap bisa dihubungi untuk informasi
ketersediaan stock dan kepastian pengiriTman barang;
3. Memastikan toko online dapat menerbitkan invoice dan dokumen
kelengkapan invoice yang dibutuhkan.
Resiko pelaksanaan Pengadaan Langsung se¢ara online ditanggung oleh masing-
masing unit pemakai.

(3) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Miaga dilakukan |dengan cara Penunjukan Langsung
kepada 1 (satu) MUT/Mitra/Vendor dengan menerbitkan PO atau Kontrak apabila
memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagai berikut:

a.

Pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah); atau

Barang dan/atau Jasa yang merupakan Business Critical Asset;

Hanya terdapat satu Penyedia Barang dan/alau Jasa yang dapat melaksanakan
pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (user requirement) atau sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku;
Barang dan/atau Jasa bersifat knowledge intensive dimana untuk menggunakan dan
memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari
Mitra/Vendor;
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(4) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan secara
ketentuan sebagai berikut :
d.

Bila pelaksanaan Tender/Seleksi Umum atau T
2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan

ender Terbatas/Seleksi Terbatas telah
Mitra/Vendor yang dibutuhkan atau

tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti

tender/seleksi;

Barang dan/atau Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual

(HAKI)/paten atau yang memiliki jaminan
Manufacture:

Penanganan darurat untuk keamanan, keselar
perusahaan;

Barang dan/atau Jasa yang merupakan pembel
harga yang ditawarkan menguntungkan dengar
dan/atau Jasa;
Penanganan darurat akibat bencana alam, bail
(force majeure);

Barang dan/atau Jasa lanjutan yang secara
sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari
sebelumnya;

Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN,

(warranty) dari Original Equipment
natan masyarakat, dan asset strategis

an berulang (repeat order) sepanjang
tidak mengorbankan kualitas Barang

¢ yang bersifat lokal maupun nasional

lg:;nis merupakan satu kesatuan yang

kerjaan yang sudah dilaksanakan

Anak Perusahaan, atau Perusahaan

Terafiliasi Badan Usaha Milik Negara sepanjan
dipertanggungjawabkan dan Barang dan/atau |
layanan sesuai dengan bidang usaha dari Mitr.

kualitas, harga, dan tujuannya dapat
sa dimaksud merupakan produk atau
endor;

Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan|nilai tertentu yang ditetapkan Direksi
dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris; dan/atau
Konsutan yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan
tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud| ketentuan ayat (3) huruf a sampai
dengan m di atas dilakukan dengan ketentuan Barang dan/atau Jasa yang dibutuhkan
merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Mitra/Vendor
bersangkutan dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

Pemilihan Langsung dengan dengan

Untuk nilai di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan
mengundang minimal 3 (tiga) Mitra/Vendor dan sekurang-kurangnya terdapat 2
(dua) penawaran yang masuk.
Dalam hal keterbatasan Mitra/Vendor yang dapat menyediakan Barang dan/atau
Jasa sehingga jumlah Mitra/Vendor minimal tidak dapat memenuhi ketentuan pada
huruf a ayat ini, maka proses pengadaan dapat dilaksanakan dengan mengundang
Mitra/Vendor yang tersedia.

Tanggal: b L
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Pasal 14

Pembentukan Panitia Pengadaan

(1) Proses pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk |Non-Niaga yang dilaksanakan dengan
cara Pemilihan Langsung untuk nilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian unit lain atau dalam rangka pelaksanaan
Pelelangan Terbuka dapat dibentuk Panitia Pengadaan yang beranggotakan fungsi
teknis, fungsi keuangan, fungsi hukum dan Unit Pemakai.

(2) Panitia pengadaan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 15
Penerbitan Request For Quotation (RFQ)

(1) Penerbitan RFQ dilakukan dengan tata cara sebagai berikut
a. RFQ diterbitkan dengan menggunakan Aplikasi SAP;
b. RFQ dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indﬂnrsi& dan Inggris.

(2) Pejabat yang dapat me-refease dan menandatangani RFQ adalah pejabat berwenang
sesuai kewenangan pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana diatur pada Pasal 22
Keputusan ini.

(3) RFQ dikirimkan kepada Mitra/Vendor dengan cara:
Melalui surat tercatat; atau

Melalui faksimili; atau

Diambil langsung oleh Mitra/Vendor; atau
Diantar langsung ke Alamat Mitra/Vendor; atau

Melalui e-mail pada alamat e-mail yang ditetapkan oleh Mitra/Vendor;atau
Media lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.

FeRCEL B R

(4) RFQ dikirim kepada MUT, namun demikian jika dipandang lebih menguntungkan
Perusahaan, dapat pula ditujukan kepada Mitra/Vendor yang belum terdaftar sesuai
dengan bidang usaha yang dibutuhkan.

(3) RFQ dibuat 1 (satu) berkas dengan tandatangan aﬁi dan didistribusikan kepada:

a. 1 (satu) berkas asli untuk Mitra/Vendor. Khbsus untuk vendor yang berdomisili di
luar negeri dokumen RFQ dapat didistnbusikan melalui e-mail atau media
elektronik lain yang disediakan Perusahaan;

b. 1 (satu) berkas copy untuk arsip fungsi pengadaan.

Tanggal: » 1 No Distribusi :
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(6) RFQ minimal memuat nama Barang dan/ata
spesifikasi Barang dan/atau Jasa dengan lengkay
jangka waktu penyerahan Barang dan/atau Jasa.

(7] Saat penerbitan RFQ harus memperhatikan wakty
jadwal diperlukan Barang dan/atau Jasa yang bers;

{8) RFQ dapat dibuat secara Manual untuk perikatan

Jasa, jumlah Barang dan/atau Jasa,
), waktu penyerahan Quotation, serta

) penyerahan Barang dan/atau Jasa dan
angkutan.

harga satuan dan apabila Mitra/Vendor

sudah lulus proses prakualifikasi akan tetapi masih diproses pendaftarannya di sistem

berdasarkan nota permintaan.
(9) Penerbitan dan penandatanganan RFQ dapat dila

{(10)RFQ dapat dilengkapi dengan Rencana Kerja dan
Barang dan/atau Jasa yang akan dilakukan bersifat

{11) RKS disusun oleh fungsi yang melakukan pengadaa
memiliki kewenangan menerbitkan RFQ.

(12)RKS dapat dilengkapi dengan compliance list yap

diundang,.

ukan secara elektronik.

Syarat-syarat (RKS) apabila pengadaan
kompleks atau tidak sederhana.

n dan ditandatangani oleh Pejabat yang

g harus diisi oleh MitraVendor yang

{13) Perubahan RKS dapat dilakukan pada saat aanwizjing atau kapanpun sebelum batas waktu
pemasukan penawaran, dan atas perubahan tersebut disampaikan kepada seluruh

Mitra/Vendor yang diundang,

Pasal 16
Aanwijzing'Rapat Pe

jelasan

Fungsi Pengadaan dapat melaksanakan Aanwijzing jikp jenis Barang dan/atau Jasa yang akan
diadakan memiliki hal-hal yang bersifat tidak sederhana sehingga sebelum Mitra/Vendor
menyampaikan penawaran, Mitra/Vendor telah memahami seluruh ketentuan dan syarat-

syarat yang wajib dipenuhi terkait dengan syarat

dministrasi, syarat teknis dan syarat

penawaran harga, untuk itu maka Fungsi Pengadaan melakukan langkah-langkah :

a.  Menyampaikan syarat dan ketentuan pengadaap termasuk spesifikasi Barang dan/atau
Jasa yang akan dibeli yang dituangkan di dalam RFQ atau RKS;

b.  Menyampaikan Jadwal waktu pelaksanaan Aanwijzing;

c.  Aanwijzing dihadiri oleh Peserta yang diundang;

d. Membuat Berita Acara Aanwijzing yang ditandatangani oleh fungsi pengadaan atau
Panitia Pengadaan dan wakil dari Mitra/Vendor yang hadir;

e.  Mitra/Vendor yang diundang yang tidak menghadiri Aanwizjing dapat dinyatakan tidak
berhak lagi untuk mengikuti proses pengadaan selanjutnya.

Tanggal: a ] 1 No Distribusi :




DIVISI PENGADAAN — No KN, 1172020
NIAGA & MITRA Edisi . 01
USAHA KEPUTUSAN DIREKSI Halaman : 29 dari 57
Pasal 17

Penyampaian Dokumen Penawaran /| Quotation

(1) Penyampaian dokumen penawaran dari Mitra/Vendor dapat dilakukan dengan metode

penyampaian dokumen penawaran sebagai beril

d.

ut:

Metoda 1 (satu) Sampul, yaitu penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari
persyaratan administrasi, teknis dan Surat Renawaran Harga dimasukkan ke dalam
1 (satu) sampul sekaligus; atau

Metoda 2 (dua) Sampul, yaitu penyampaian persyaratan administrasi dan teknis
dimasukkan pada sampul 1 (kesatu) sedangkan Surat Penawaran Harga
dimasukkan pada pada sampul 2 (kedua), kemudian sampul 1 dan 2 dimasukkan
pada 1 (satu) sampul utama; atau

Metoda 2 (dua) Tahap, yaitu penyampaian persyaratan administrasi dan teknis
dimasukkan pada sampul 1 (kesatu) dan disampaikan lebih dulu sebelum
penyampaian Surat Penawaran Harga. Mitra/VVendor yang telah lolos administrasi
dan teknis selanjutnya menyampaikan Surat Penawaran Harga yang dimasukkan
pada sampul 2 (kedua).

{2) Surat Penawaran Harga (SPH) / Quotation secjapat mungkin dibuat rangkap 2 (dua)
pe

dengan tanda tangan asli di atas kertas kop
bermeterai cukup.

usahaan dan di cap, salah satu berkas

(3) Pengiriman dokumen penawaran dan/atau Sufat Penawaran Harga dapat dilakukan

dengan:

a.  Melalui surat tercatat; atau

b. Melalui Faksimil: atau

¢.  Disampaikan langsung oleh Mitra/Vendor; latau

d. Melalui e-mail pada alamat e-mail Pejabat fungsi pengadaan pada metode
Pengadaan Langsung;

e. Media lainnya yang ditetapkan oleh Perusghaan.

(4) Setelah dokumen penawaran dan/atau Surat Penawaran Harga diterima maka dilakukan
pembukaan dokumen penawaran (SPH/Quotation) dengan ketentuan :

a. Dihadiri oleh pegawaikaryawan dari beberapa MitraVendor yang memiliki
otoritas/yang ditunjuk oleh perusahaan dengan Surat Kuasa.

b. Pembukaan dokumen penawaran (SPH/Quotation) harus dibuatkan berita acara
yang ditandatangani oleh fungsi pengadaan atau Panitia Pengadaan dan wakil dari
Mitra/Vendor yang hadir.

Tanggal: » 1 No Distribusi :
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c.  Apabila tidak satu pun Mitra/Vendor yang hadir maka berita acara pembukaan

dokumen penawaran (SPH/Quotation)
pengadaan atau Panitia Pengadaan.

Pasal 18

cukup ditandatangani oleh fungsi

Evaluasi Penawaran

(1) Evaluasi dokumen penawaran dan/atau SPH/Quotation dapat dilaksanakan dengan cara:
a.  Sistem penawaran harga terendah; atau
b.  Merit Point System/sistem nilai/bobot, yaitl dengan cara memberikan bobot dan

nilai pada setiap unsur yang dinilai.

(2)  Rekapitulasi SPH/Quotation dan perbandingan| harga dari setiap calon Mitra/Vendor
dapat dilakukan dengan Aplikasi SAP.

(3) Dalam sistem penawaran harga terendah, evaluasi harga dilakukan setelah evaluasi
aspek administrasi dan/atau teknis telah memenphi syarat.

(4)  Metoda penilaian Surat Penawaran dengan Meri{ Point System hanya dipergunakan pada
pengadaan Jasa Kontruksi dan Jasa Konsultansi] dengan cara memberikan nilai angla
bobot penilaian tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Merit| Point System tidak bisa dipergunakan
pada pengadaan barang,

(5) Kriteria evaluasi Surat Penawaran sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini adalah
sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi (*Go or No Go”") dengan rincian sebagai berikut :
1. Memiliki Izin Usaha (SIUP): dan
2. Diutamakan memiliki NPWP dan/atau PKP;
3. Memiliki e-KTP khusus untuk penyedia barang/jasa perseorangan.
b. Persyaratan Teknis dengan bobot terteniu pada setiap item evaluasi teknis. Dengan
rincian antara lain sebagai berikut :
1. Status Mitra/Vendor (pabrikan, distributor, reseller, pedagang umum atau
perserorangan);
2. Asal MitraVendor (dalam dan/atau luat negeri);
3. Sertifikat kompetensi keahlian Badan Usaha/Badan Hukum/Perseorangan
sesuai bidang usaha Mitra/Vendor;
4. Kecocokan spesifikasi teknis dengan barang dan/atau jasa yang akan diadakan;
5. Jadwal pelaksanaan/penyerahan barang dan/atau jasa;
6. Metoda kerja yang ditawarkan (khusus juntuk pengadaan Jasa);
7. Pengalaman pekerjaan/pengadaan sejenis;
8. Fasilitas produksi atau peralatan kerja yang dimiliki;
Tanggal: ) A No Distribusi : —[
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9. Jumlah dan kompetensi tenaga ahli
barang dan/atau jasa vang ditawarkan;|

10. Modal Kerja/usaha;

11. Persyaratan teknis pendukung lainnya yang dipandang perlu oleh fungsi
pengadaan yang tidak tertuang dalam Keputusan ini;

Selain Persyaratan administrasi dan Persyaratan teknis di atas juga dilakukan evaluasi

atas harga penawaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Harga penawaran terendah yang lolps persyaratan administrasi dan bobot
penilaian teknis tertinggi;

2. Tata cara pembayaran terbaik dimanal
yang sama;

3. Nilai Penawaran harga menjadi bagian dari bobot penilaian teknis dimana
bobot harga harus lebih tinggi dari total penilaian teknis.

yang relevan dengan jenis pengadaan

didapatkan beberapa penawaran harga

(6) Penawaran masih dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan analisis secara profesional,
apabila :

a.  Persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi; dan

b. Harga penawaran tidak lebih tinggi dari HPS dan apabila nilai HPS diumumkan
pada saat permintaan penawaran harga (RFQ);

c.  Apabila nilai HPS tidak diumumkan dan| harga penawaran lebih tinggi dari HPS
namun setelah proses negsosiasi kesepakatan harga di bawah HPS, maka proses
pengadaan dapat dilanjutkan.

(7)  Apabila Mitra/Vendor tidak dapat memenuhi ketentuan dalam RFQ/RKS atau dokumen
penawaran Mitra/Vendor tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis yang
telah ditetapkan, maka Mitra/Vendor tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam proses
selanjutnya.

(8) Pelelangan Terbuka ulang atau Pemilihan Langsung ulang, dilakukan apabila :

a. Dalam Pelelangan Terbuka, dokumen penawaran yang diterima oleh fungsi
pengadaan kurang dari 3 (tiga) peserta atdu peserta yang memenuhi syarat kurang
dari 2 {dua); atau

b. Dalam Pemilihan Langsung, Mitra/Vendof yang menawarkan kurang dari 2 (dua);
atau

c.  Seluruh dokumen penawaran (SPH/Quolation) yang masuk tidak ada yang lulus
evaluasi administrasi dan teknis; atau

d.  Seluruh penawaran yang masuk nilainya lebih tinggi dari HPS.

(9)  Dalam hal seluruh penawaran yang masuk nilainya lebih tinggi dari HPS, dapat dilakukan

evaluasi HPS dengan mengulangi penggunaan referensi yang sudah dilakukan atau
menambahkan referensi baru. Justifikasi evaluasi HPS harus mendapat persetujuan dari

pejabat yang berwenang,

Tanggal:
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(10) Apabila pada Pelelangan Terbuka ulang, dokume
pengadaan kurang dari 3 (tiga) peserta atau pese
2 (dua) peserta, maka Pelelangan Terbuka dinyat
dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung.

(11) Apabila pada Pemilihan Langsung ulang, Mitra/Vi

(dua) peserta, maka Pemilihan Langsung dinyata
dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung.

Pasal 19
Klarifikasi dan Negosiasi serta Pe

(1) Fungsi pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan

n penawaran yang diterima oleh fungsi
rta yang memenuhi syarat kurang dari
akan gagal dan selanjutnya pengadaan

endor yang menawarkan kurang dari 2
tkan gagal dan selanjutnya pengadaan

netapan Pemenang

negosiasi, sehingga mendapatkan hasil

yang maksimal, dalam arti :

a.  Mutu yang memenuhi ketentuan teknis yan
b.

menguntungkan Perusahaan dan dapat di
o5

bangun dan perekayasaan nasional, serta
sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya da

{2) Klarifikasi dan negosiasi dilakukan sebagai berikut|:

telah ditetapkan.

Harga (termasuk cara pembayaran) ddn waktu pengiriman vyang paling

anggungjawabkan,

Sedapat mungkin mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang

rluasan kesempatan bagi usaha kecil,
at dipertanggungjawabkan.

a.  Untuk metode evaluasi sistem penawaran harga terendah:

1.  Dilakukan dengan Mitra/Vendor penawar harga terendah.

2. Apabila dicapai kesepakatan dengan Mitra/Vendor penawar harga terendah,
maka dilanjutkan dengan proses gsulan penetapan pemenang untuk
selanjutnya ditetapkan pemenang oleh pejabat yang berwenang.

3. Dalam hal belum ada kesepakatan dengan Mitra/Vendor penawar harga
terendah, maka klarifikasi dan negosiasi dapat dilanjutkan kepada penawar
dengan urutan berikutnya.

b.  Untuk metode evaluasi Merit Point System :

1.  Dilakukan dengan Mitra/Vendor yang memiliki skor tertinggi.

2. Apabila dicapai kesepakatan dengan Mitra/Mendor yang memiliki skor
tertinggi, maka dilanjutkan dengan prdses usulan penetapan pemenang untuk
selanjutnya ditetapkan pemenang oleh pejabat yang berwenang,

3. Dalam hal belum ada kesepakatan |maka klarifikasi dan negosiasi dapat
dilanjutkan kepada penawar dengan urutan skor berikutnya.

Tanggal: ® ) |NoDistribusi:
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(3) Penetapan pemenang dilaksanakan oleh pejabat v

(4)

(n

(3)

(4)

pemenang kepada Pejabat terkait dapat dilakukan
ditetapkan oleh perusahaan, untuk kemudian
dilampirkan pada dokumen PO/Kontrak. Hasil

dengan pemberitahuan kepada Mitra/Vendor terk

RFQ.

ang berwenang. Permintaan penetapan
melalui email atau media lainnya yang
email atau media lainnya tersebut,
penetapan pemenang ditindaklanjuti
ait, oleh pejabat yang menandatangani

Berdasarkan penetapan pemenang oleh pejabat yvang berwenang diterbitkan PO/Kontrak

atau Berita Acara Kesepakatan Harga Satuan untu

Pasal 20
Penerbitan Purchase O,

< perikatan kontrak secara umum.

(PO)

Setelah penetapan pemenang dan tidak ada| sanggahan, maka fungsi pengadaan

memastikan bahwa persyaratan administrasi
dipersyaratkan dan selanjutnya menerbitkan

an teknis telah sesuai dengan yang
dengan menggunakan aplikasi IT/SAP

dan pejabat yang berwenang menandatangani PO dan me-release PO di aplikasi SAP.

Untuk pengadaan Barang danfatau Jasa yang tidak sederhana, maka PO dapat
ditindaklanjuti dengan penerbitan Kontrak Pengadaan yang merupakan penjabaran

lebih rinci dari PO.

PO dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli sam
ditandatangani oleh pejabat yang berweng
sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Keputusa
Vendor Luar Negeri dapat dibuat tanpa meterai.

PO yang telah ditandatangani pejabat yang berwi
d.
b. Asli bermeterai di pihak Perusahaan untuk

PO yang dibuat, minimal memuat:
a.
ditandatangani oleh pejabat yang berwena
Pokok pekerjaan yang diperjanjikan denga
jumlah Barang dan/atau Jasa yang diperjaniji
Harga pekerjaan, serta syarat-syarat dan car
Ketentuan dan spesifikasi teknis Barang dan,
Keluaran atau hasil (output) dari pengadaan
Jangka waktu penyelesaian/penyerahan pé
penyelesaian/penyerahan yang pasti serta sy
Ketentuan Jaminan Pengadaan;

b.

e an

a bunyinya, bermeterai cukup serta

ng sesuai kewenangan pengadaan

n ini, PO yang diterbitkan untuk Mitra/

pnang didistribusikan kepada :
Asli bermeterai di pihak Mitra untuk fungsi pengadaan;

itra/NMendor.

Identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan

di masing-masing pihak;
uraian yang jelas mengenai jenis dan

kan;
a pembayaran;

atau Jasa;
Barang dan/atau Jasa;

kerjaan dengan disertai jadwal waktu
arat-syarat penyerahannya;

Tanggal:
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(b)

7

8

(9)

n

h.  Tempat penyerahan Barang dan/atau Jasa.

PO yang diterbitkan untuk MitraVendor Luar Negeri dapat ditandatangani oleh
Mitra/Vendor pada dokumen PO hasil Scan melalyi e-mail.

PO Pengadaan Langsung diterbitkan melalui aéiikaﬁi IT/SAP, dengan ketentuan PO
diterbitkan, dicetak dan ditandatangani oleh pejabat fungsi pengadaan namun tidak perlu
ditandatangani oleh Mitra/Vendor (tanda tangan sepihak).

Untuk mekanisme PO Pengadaan Langsung dapat|dilakukan oleh fungsi pengadaan niaga
dan non niaga dengan nilai maksimal Rp. 25.000.000,- setelah pajak.

Penerbitan dan penandatanganan PO dapat dilakykan secara elektronik.

Pasal 21

Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dan/atau Jasa /
Good Receipt (GR) atau Service Acceptance (SA)

Setiap Barang dan/atau Jasa yang diserahkan dleh Mitra/Vendor dalam negeri harus

dilakukan pemeriksaan fisik atau penguijian fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Barang Niaga yang diserahterimakan di gudang Perusahaan (Bandung)
atau Gudang/Pabrik Mitra pemeriksaan/pengujian dilakukan oleh Fungsi Incoming
Good Inspection (IGl) atau fungsi rendal material/proyek atau fungsi sales
engineering atau unit lain/pihak lain yan[% ditunjuk dibuktikan dengan Laporan
Pemeriksaan Barang (LPB).

b. Pemeriksaan Barang Niaga yang diserahterimakan langsung di lokasi Proyek
pemeriksaan/pengujian dilakukan oleh fungsi rendal material/proyek atau langsung
oleh fungsi operasi atau unit lain/pihak kain yang ditunjuk dibuktikan dengan
Laporan Pemeriksaan Barang (LPB).

¢. Pemeriksaan Barang Non-Niaga pemeriksaan/pengujian dilakukan oleh unit kerja
yang menerbitkan PR atau Unit Pemakai 'Piau unit lain/pihak lain yang ditunjuk
dibuktikan dengan Laporan Pemeriksaan Barang (LPB).

d. Pemeriksaan Jasa Non-Niaga, pemeriksaap/pengujian dilakukan oleh unit kerja
yang menerbitkan PR atau Unit Pemakai ptau unit lain/pihak lain yang ditunjuk
dibuktikan dengan Laporan Pemeriksaan lasa (LPJ) atau Berita Acara Uji Terima
(BAUT) atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.

e. Pemeriksaan pekerjaan Jasa Niaga pemer!ksaam‘perxgu]ian dilakukan oleh fungsi
operasi/unit kerja yang mengeksekusi proyek atau unit lain/pihak lain yang ditunjuk
dibuktikan dengan Laporan Pemeriksaan |asa (LP]) atau Berita Acara Uji Terima
(BAUT) atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
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m.

(2) Setia

Dokumen lainnya yang dapat digunakan

bagai pengganti LP] atau BAUT untuk

Jasa Niaga atau Non Niaga pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini, termasuk namun

tidak terbatas pada ;

1) Jasa Asuransi, penerbitan SA dibuktikan dengan polis receipt;
2) Jasa Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Lahan, penerbitan SA dibuktikan dengan

Kwitansi bermaterai cukup dari pemili
sewa;

3) Jasa ekpedisi, penerbitan SA dibuktikan
Aksep/Delivery Order (DO) Aksep.

Pemeriksaan dan penerimaan atas progres

operasi/unit kerja yang mengeksekusi proyel

dibuktikan dengan Berita Acara Progress Pe

Pemeriksaan/pengujian harus memperhati

rumah dan berita acara kesepakatan
dengan Bukti Pengiriman Barang (BPB)
 Pekerjaan Jasa dilakukan oleh fungsi
. atau unit lain/pihak lain yang ditunjuk

kerjaan (BAPP).

n keselamatan, kesehatan kerja dan

ol
lingkungan (K3L) sesuai dengan pedoman yang berlaku di Perusahaan.

Pemeriksaan/pengujian atau penerimaan

Mitra/Vendor atau tempat lain yang ditetapl

disepakati.

Barang yang termasuk kategori mekanik da
secara langsung cukup dilakukan pemeri

Barang yang membutuhkan pengujian fun
harus dilakukan pengujian fungsi, dalam
melalukan pengujian fungsi, maka penguji
dengan barang/perangkat yang lainnya
ditetapkan pada PO/Kontrak.

Untuk Pengadaan Niaga, GR untuk PO Pé
aplikasi IT/SAP tanpa perlu dicetak hardcof
Good Receipt (CR) adalah DO Aksep yar
penerima barang,

Penerbitan dan penandatanganan GR/SA d

p Barang dan/atau Jasa yang diserahkan

barang dapat dilakukan di tempat
tan dengan prosedur dan metoda yang

tidak membutuhkan pengujian fungsi
n fisik secara visual.

i secara langsung sebelum digunakan
al tidak tersedia perangkat/alat untuk
fungsi dapat dilakukan secara system
sesuai  spesifikasi barang yang telah

ngadaan Langsung diterbitkan melalui
py, dimana dasar penerbitan dokumen
g sudah ditandatangani lengkap oleh

apat dilakukan secara elektronik.

oleh MitraNVendor luar negeri harus

dilakukan pemeriksaan dengan ketentuan sebagpi berikut :

a. Pemeriksaan Barang dilakukan dengan pemeriksaan peti atau kemasan dilakukan
oleh fungsi gudang atau unit lain/pihak lain yang ditunjuk, bentuk pemeriksaan peti
atau kemasan adalah mencocokan dan memeriksa jumlah dan kondisi peti atau
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kemasan sesuai dokumen pengiriman Barang dari Vendor Luar Negeri atau PO Jasa
inklaring atau surat pemberitahuan kedatangan Barang dari Vendor luar negeri.

b. Pemeriksaan Jasa dilakukan oleh fungsi aperasi/Unit kerja yang mengeksekusi
proyek atau unit lain/pihak lain yang ditunjuk dibuktikan dengan Laporan
Pemeriksaan Jasa (LP]) atau Berita Acara Uji Terima (BAUT) atau dokumen lainnya
yang ditetapkan oleh Perusahaan.

c. Pemeriksaan harus memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
(K3L) sesuai dengan pedoman yang berlaku|di Perusahaan.

(3)  Semua Barang dan/atau Jasa yang telah dilakukar) pemeriksaan dan dinyatakan diterima
selanjutnya dilaksanakan penerimaan melalui aplikasi SAP yang dibuktikan dengan
CR/SA yang ditandatangani oleh pejabat yang nang.

(4) Barang yang langsung dipasok oleh Pabrikan dapat dilaksanakan pengujian pabrik
Factory Inspection Test (FIT) dengan menggunakan sample sebelum dilakukan
pengiriman Barang.

(5) Barang danfatau Jasa yang tidak lulus pem
Mitra/Vendor dengan Barang dan/atau Jasa ya
persyaratan teknis dan fungsi sebagaimana disep

iksaan/pengujian harus diganti oleh
baru sampai dinyatakan memenuhi
kati pada PO /Kontrak.

(6) Format dokumen penerimaan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Format LPB dibuat oleh fungsi gudang setara manual, nomor dan tanggal LPB
diterbitkan oleh Unit Pemakai dan ditandatangani oleh Unit Pemakai dan
Mitra/Vendor;

b. Format LP} atau BAUT dibuat oleh fungsi| operasi/Unit Pemakai secara manual,
ditandatangani oleh fungsi operasi/Unit Pemakai dan Mitra/Vendor;

c. Format BAPP dibuat oleh oleh fungsi operasi/Unit Pemakai secara manual,
ditandatangani oleh fungsi operasi/Unit Pemakai dan Mitra/Vendor;

d.  Format GR dibuat secara otomatis menggunakan aplikasi IT/SAP, diterbitkan oleh
fungsi gudang setelah fungsi gudang menefima dokumen LPB/BAUT;

e.  Format SA dibuat secara otomatis menggunakan aplikasi IT/SAP, diterbitkan oleh
fungsi pengadaan berdasarkan LP)/BAUT/BAPP atau dokumen lainnya yang
ditetapkan oleh Perusahaan.

(7) Semua pihak dan Pejabat terkait yang memiliki kewenangan menandatangani GR/5A
wajib memastikan bahwa GR/SA telah di-release|di aplikasi SAP.
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BAR 111
KEWENANGAN
Pasal 22

Kewenangan Peja

(1) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan a

RFQPengadaan Barang dan/atau Jasa baik Niagj

bat

tau menandatangani dokumen RKS &

a maupun Non-Niaga, adalah sebagai

berikut :
NO Dokumen _Pejabat Yang Berwenang
1 | RFQ
Divisi Pengadaan Niaga dan Mitra Manager/Kepala Bagian
Usaha vang menangani fungsi pengadaan
Divisi Umum dan Logistik Non Manager/Kepala Bagian
Niaga yang menangani fungsi pengadaan
2 | RKS
Divisi Pengadaan Niaga dan Mitra . o '
ehid & Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU terkait
Divisi Umum dan Logistik Non . : _— .
Niaga Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU terkait
(2)  Pejabat yang berwenang untuk menetapkan atali menandatangani dokumen HPS dan
Usulan Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa adplah sebagai berikut:
Nilai HPS & UCP RWENA!
. ( {belum termasuk PPN) o »
A. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga & Buffer Stock
1 | sd 1500 ManagEr.-'K_epala rBaguan
yang menangani fungsi pengadaan
Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
2 | =RplsD-5M tarkait
31 |>Rp5iM-15M Direktur Terkait
4 | =Rpi5sMm Direksi
5 | HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait
B. Pengadaan Barang dan/alau Jasa Non Niaga dan Investasi
Manager/Kepala Bagian
1 | +d150) yang menangani fungsi pengadaan
Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
2 |>Rp130-5M terkait
3 |>Rp5M-15M Direktur Terkait
4 |>Rpi15M Direksi
5 | HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait
Tanggal: la ] L No Distribusi :
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(3] Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pemenang pengadaan Barang dan/atau Jasa
baik Niaga maupun Non-Niaga, adalah sebagai berikut:
Nilai BA Nego :
i (belum termasuk PPN) PRABAT Y, SERWE
A. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga & Bufipr Stock
1| s/d 150 t Wanager/Kepala Dagian
yang menangani fungsi pengadaan
3| > Ro150 -5 M Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
P terkait
3| =Rp5M-15M Direktur Terkait
4| >Rp15M Direksi
5 | HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait
B. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga dan Investasi
1| sid 150 t M.anageﬂh’lepnla Fagian
yang menangani fungsi pengadaan
2| >Rp150-5M Vice President/Kepala rDLvisi.n’Hep.ala SBL
terkait
3| >Rp5iM-15M Direktur Terkait
4| =Rpism Direksi
5 | HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait
(4) Pejabat yang berwenang untuk menetapkan| atau menandatangani dokumen PO
pengadaan Barang dan/atau Jasa baik Niaga maupun Non-Niaga, adalah sebagai berikut:
Nilai PO
NO (belum termasuk PPN) PEJABAT YANG BERWENANG
A. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga & Buffer Stock
i Manager/Kepala Bagian
i s | yang menangani fungsi pengadaan
. | |Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
2| >Rp150-5M terkait
3| >Rp5iM-15M Direktur Terkail
4| >Rp15 M Direksi
5 | HPS & UCP Perikatan Harga Satuan | Direktur Terkait
B. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga dap Investasi
Manager/Kepala Bagian
V(% 1snp | yang menangani fungsi pengadaan
2| >Rp150-5M Vice Prﬁidentfﬂepalar[}ivisif Kepala SBU
terkait
3| =>=Rp5iM-15M Direktur Terkait
4| >Rp15M Direksi
5 | HPS & UCP Perikatan Harga Satuan Direktur Terkait
Tanggal: ‘L No Distribusi :
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(5)  Pejabat yang berwenang menandatangani Pemeriksaan barang dan GR :

No Nama Dokumen Pejabat Yang Berwenang
A. Barang Niaga dan Buffer Stock
1/|LPB Manager/Kepala Bagian terkait
s | GR T*ice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
terkait
B. Barang Non Niaga
_11Lr8 | Yoegnifepla Bagan tavkait
: Yice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
2| CR ]
terkait

ib)  Pejabat yang Berwenang Menandatangani Pemegriksaan Jasa, BAST dan SA:

No Uraian Nama Dokumen

Pejabat Yang Berwenang

A. Jasa / Pekerjaan Niaga

1 | BAST Pekerjaan \

Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU

2 | LP) (Pemeriksaan Jasa) terkait
3| sA Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
terkait

B. Jasa / Pekerjaan Non Niaga

1 | BAST Pekerjaan \

Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU

2 | LP| (Pemeriksaan Jasa) terkait
3| s Vice President/Kepala Divisi/Kepala SBU
terkait
Pasal 23
Kewenangan Unit

Unit organisasi yang berwenang untuk melaksanakan

pengadaan Barang dan/atau Jasa baik

untuk kebutuhan Niaga dan Non-Niaga adalah sebagai berikut :

NO| JENIS BARANG DAN/ATAU JASA PR Pengadaan

TERPUSAT BAGI SELURUH UNIT PERUSAHAAN
Barang Investasi *)

Barang dan/atau jasa untuk keperluan pengembangan Tl & UMUM &

produk/pembuatan Prototype yang User Requirement nya | Bangprod LNN

tidak berasal dari Unit Bisnis.

Alat Olah Data. TI& UMUM &
Bangprod LM

Tanggal:
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Inventaris Kantor/Inventaris Gudang/Perabot UMUM & | UMUM &
Kantor/Meubeler, LN LNN
Kendaraan. LIMUM & UsUM &
LA™ LM
Tanah dan/atau Bangunan dan Emplasemen UMLUM & UMUM &
LMM LNN
Alat Angkut (Forklift, dsb) UM & Usim &
LINM/ LM
PDLT
Alat Ukur Produksi, Mesin Produksi dan Perkakas ke PDLT UsUM &
Produksi. LN
UMUM & UMUM &
LM/ LMNM
Alat Ukur yang tidak terkait Produlksi. MPDIK
n r I
Seluruh UMUM &
Jasa Penilai (Appraisal, Aktuaris, Pemeringkat) Unit Non LNN
Proyvek
Keuangan | UMUM &
Asuransi Kerugian Aset. & LNN
Akuntansi
Jasa Tenaga Pengamanan (Security/Satuan Pengamanan), Uh:ﬁ:‘ & Uh: gﬁ' &
g ; y UMLIM & UsLIM &
Jasa Pelayanan Kebersihan (Cleaning Service), LNN LNN
g = UMLIM & UMUM &
Sewa Kendaraan Dinas / Pool. **) LNN LNN
Sewa Alat Ukur Produksi, Mesin Produksi dan|Perkakas Ke POLT LsUM &
Produksi. LMMN
AMS DM Umbs &
Seragam Kerja, Olah Raga LNN
Pelatihan dan Jasa Konsultan SDM. e Uh:m': -
Jasa Pameran, Event Organizer, Jasa KonsultanManajemen| SDKP Uh:z:: 5
Jasa Konsultan Hukum, Good Corporate Governance (GC UMUM &
1 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Jaga Penguruy HKDMRE LNN
Perijinan,
— TI & LIMUM &
1 5ewa Alat Olah Data **=%) Bangprod LNN
UMUM &
1 Jasa Pelayanan Kesehatan. MSDM LSN
1 Jasa Audit Keuangan. SPI UMM &
LM
1 Sewa Kantor/Gedung/Gudang kecuali untuk keperluan proyy UhEhF: & Uh: gr: X
Tanggal: s ] L No Distribusi
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Seluruh
1 Jasa Tenaga Kerja Non Proyek ***) Unit Non KPR

LNMN

Proyek

TERPUSAT BAGI UNIT KORPORASI (NON UNIT BISNIS)

Alat Tulis Kantor dan Formulir Tercetak ****#) LU & UMUM &

LNMN LM
lasa Foto Copy, Penjilidan, Surat Kabar, Majalah, buku Bacd UMUM & | UMUM &
ilmiah dan Barang Cetakan,*****) LNN LNN
Jasa Penyediaan makanan bagi karyawan (Catefing) MSDM Uhtg:: ¥

i : : . Seluruh UMuUMm &
Jasa Konsultasi/Asistensi untuk kepentingan Korporasi. Unit LNN
Iklan/Advertising,  Souvenir, Dukunwntas# Kebutuh UMUM &
P. SDKP
ameran, LINMN

*) Termasuk Barang Non Niaga dengan nilai perolehan per unit nya di bawah biaya perolehan
minimal
**)  Pengadaan di Unit Kerja selain UMUM & LNN terlgbih dahulu mengoptimalkan ketersediaan

kendaraan yang dikelola Divisi UMUM & LNN

***)  Terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Vice President MSDM

***%) Sewa Alat Olah Data untuk Pegawai Perusahaan
*e222) Dilakukan per semester

BAB 1V

PERJANJIAN ATAU KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 24
Kontrak Pengadaan

(1) Kontrak pengadaan dibuat untuk mengatur lebih rinci hal-hal yang telah maupun yang
belum tercantum di dalam PO dan merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari PO.

{2) Kontrak Pengadaan dapat tidak dibuat apabila Mitra/Vendor telah memiliki Kontrak
Harga Satuan atau perikatan kerjasama dengan Rerusahaan.

{3) Kontrak Pengadaan, minimal harus memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing pihak;

b.  Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan
jumlah Barang dan/atau Jasa yang diperjanjikan;

c.  Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam Kontrak Pengadaan;

d.  Harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syaral dan cara pembayaran;

e. Ketentuan dan spesifikasi teknis yang jelas serta terperinci;

Tanggal: 3 & No Distribusi :
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f.  Keluaran atau hasil (output) dari pengadaan Barang dan/atau Jasa;
8 Jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai  jadwal waktu

penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;

Tempat Penyerahan barang dan/atau Jasa;

Pemutusan kontrak secara sepihak;
Keadaan memaksa (force majeure);
Penyelesaian perselisihan;

Jangka waktu berlakunya kontrak;
Pakta Integritas;

Mematuhi ketentuan K3L dalam pelaksana
Membuat formula penyesuaian harga te
kenaikan maupun penurunan yang disesL

"EEeIgTETEE

Jaminan Teknis dan/atau Ketentuan Jaminan Pengadaan;

Cidera janji dan Sanksi dalam hal Mitra tidak memenuhi kewajibannya;

Kepastian adanya jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperjanjikan;

an penyediaan Barang dan/atau Jasa;
rtentu (price adjustment) baik untuk
aikan dengan kondisi pasar dan best

practices yang berlaku untuk kontrak pengadaan lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 25
Jenis Kontrak

Kontrak Payung (Framework Agreement);
Kontrak Harga Satuan;

Kontrak Lumpsun;

Terima Jadi (Turn Key).

Pasal 26

eberapa jenis, di antaranya:

Kontrak Payung ( Framework Agreement)

Kontrak Payung (Framework Agreement) dibuat untuk mengantisipasi kebutuhan Barang

dan/atau Jasa yang volumenya belum dapat
(Framework Agreement) minimal mengatur anta
cara penyerahan, waktu penyerahan, lingkup
denda, eksklusivitas, evaluasi harga secara berka
order dan jaminan stok.

Proses Pengadaan untuk membuat Kontrak Pa

ditetapkan di awal. Kontrak Payung
a lain harga satuan, cara pembayaran,
oduk, lingkup kerja, durasi perikatan,
a, peluang negosiasi ulang, mekanisme

pyung (Framework Agreement) melalui

tahapan pelaksanaannya dilaksanakan secara lengkap mulai dari RFQ/SPPH sampai

dengan penetapan pemenang/berita acara kese
(Framework Agreement).

pakatan harga satuan/Kontrak Payung

Tanggal:
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(3)

(4)

{6}

{7)

(8)

(1)

(2)

Dasar pelaksanaan proses pengadaan perikatan
berdasarkan nota permintaan Barang dan/atau |

harga satuan adalah PR atau SPPB/
dari Unit Pemakai jika PR belum bisa

diterbitkan oleh Unit Pemakai berdasarkan permintaan Barang dan/atau Jasa dari fungsi

pemasaran/sales engineering, dimana jenis da

tipe Barang dan/atau Jasa tersebut

kebutuhannya rutin atau terus menerus untuk jangka waktu minimal selama 12 bulan

atau Quantity Barang dan/atau Jasa belum dik
Order/PO/Kontrak dari pemberi kerja belum
engineering pada saat proses pengadaan dimulai.

Kontrak Payung (Framework Agreement) dibuat
vang sifat kebutuhannya rutin dan hanya dibu
dan/atau Jasa.

Pada setiap awal tahun atau waktu tertentu sesu
mengadakan perikatan dengan pola Kontrak P3

tahui karena Surat Pesanan/Purchase

diterima oleh fungsi pemasaran/sales

terutama untuk Barang dan/atau Jasa

at untuk satu jenis kelompok Barang

ai kebutuhan fungsi pengadaan dapat
yung (Framework Agreement) dengan

Mitra/Vendor untuk setiap kelompok Barang dan/atau Jasa tertentu.

Fungsi pengadaan dapat meminta bantuan
pengadaan dalam rangka menentukan jenis, ti

Linit-unit kerja terkait dalam proses

>, kelompok/kategori serta spesifikasi

Barang dan/atau Jasa yang akan dibuat perikatannya dengan Kontrak Payung (Framework

Agreement).

Pada saat negosiasi dan penetapan pemenang pada proses pengadaan Barang dan/atau

Jasa dengan pola Kontrak Payung (Framework

reement) dapat melibatkan unit-unit

kerja terkait untuk mendapatkan Quality, Cost, Delivery dan Service (QCDS) dan

Mitra/Vendor terbaik.

Eksekusi pengadaan dari Kontrak Payung (Fram

rk Agreement) dilakukan dengan cara

menerbitkan PO berdasarkan PR dari Unit Pemakai.

BAB V

PEMBAYARAN PENGADAAN

Pasal 27

Pembayaran Atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pembayaran pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan oleh fungsi keuangan, kecuali

untuk Pengadaan Langsung dapat langsung
melaksanakan Pengadaan Langsung.

dilakukan oleh unit organisasi yang

Pembayaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang tercantum dalam PO dan Kontrak

Pengadaan.

Tanggal:
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(3)

(4)

(6)

(7)

Uang muka dapat diberikan sampai dengan 20% (du

dengan syarat Mitra/Vendor wajib menyerahkan jam

a puluh persen) dari nilai pengadaan
nan uang muka berupa Bank Garansi

dari Bank Umum Nasional maupun Internasional, kecuali untuk Anak Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara atau Usaha Kecil atau Usaha Mikro tidak perlu menyerahkan jaminan

uang muka.

Pembayaran atas pengadaan Barang dan/atau Jasa

dari dalam negeri dilakukan setelah

dokumen penagihan dari Mitra/Vendor diterima lengkap dan benar atau sesuai ketentuan

dan syarat yang ditetapkan dalam PO/Kontrak.

Pembayaran pengadaan Barang dan/atau Jasa dari lu
(Telegraphic Transfer) atau L/C (Letter of Credit).

Pembayaran di muka dengan cara Telegraphic T
dilakukan untuk pengadaan bernilai di bawah USD

ar negeri dapat dilakukan dengan T/T

anfer in Advance (T/T) hanya dapat
10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika)

untuk 1 (satu) dokumen PO, kecuali atas persetujuan Direksi.

Pembayaran pengadaan Barang dan/atau Jasa dari lu:
sebagai berikut :

a. Menggunakan mata uang USD atau EURO
disepakati di dalam PO/Kontrak.
Pembayaran dimuka dengan cara Telegraphid
dilakukan untuk pengadaan bernilai di bawd
Amerika), kecuali atas persetujuan Direksi.
Pembayaran atas pengadaan luar negeri di
Letter of Credit (L/C), atau /T setelah penerin
Apabila terdapat cara pembayaran lain ya
Perusahaan, maka cara tersebut dapat dila
dari Pejabat yang berwenang.

Permohonan pembukaan L/C (PPL/C).
PPL/C dibuat oleh Fungsi Pengadaan

b.

ar negeri dilakukan dengan ketentuan
atau mata uang asing lainnya yang

Tranfer in Advance (1/T) hanya dapat
th USD 10.000 (sepulub ribu Dollar

atas USD 10.000 dilakukan dengan
naan Barang dan/atau Jasa.

g dipandang lebih menguntungkan
nakan setelah mendapat persetujuan

engan memperhatikan ketentuan

perbankan dan diajukan kepada Fungsi Keuangan dengan melampirkan:

1!
2

PO/Kontrak atau Proforma Invoice; ata
PO/Order Confirmation, dapat berupa
al
b)
Untuk pembayaran dengan menggunakan
melampirkan :

1. PO;

2. Invoice asli; dan

3. Shipping document.

PO yang sudah ditandatangani oleh Mitra/Vendor; atau
Pernyataan tertulis (surat atau e-mail).

T/T setelah Barang diterima, harus

Tanggal:
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g  Bila tidak dapat dihindari, pengadaan Lu lr Negeri dapat menerbitkan Purchase
Order dengan mengikutsertakan biaya—biilfa lainnya, di antaranya namun tidak
terbatas pada :

1. Biaya bank;
2. Biaya administrasi;
3. Biaya pengiriman.

BAB VI
SANGGAHAN

Pasal 28
Sanggahan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

(1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam
setiap pengadaan Barang dan/atau Jasa, maka pihfk yang kalah pada saat pengumuman
pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan. |

(2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dipergunakan pada
pengadaan Barang dan/atau Jasa Non Niaga yang menggunakan metode Tender/Seleksi
Umum atau Tender Terbatas/Seleksi Terbatas.

(3) Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari
kalender setelah pengumuman pemenang diterima oleh Mitra/Vendor/peserta pengadaan
atau sebelum PO/Kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.

(4] Atasan Pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan dimaksud wajib menyampaikan
keputusan/jawaban atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender
dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

(5) Atasan Pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan dimaksud dalam menangani
dan memeriksa sanggahan dapat melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan
proses pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan.

(6) Setiap Sanggahan yang disampaikan harus disertai dengan Uang Jaminan Sanggahan
sebesar 3% dari Nilai Penawaran (termasuk PPN) Mitra/Vendor bersangkutan.

(7) Uang Jaminan Sanggahan dikembalikan apabila sanggahan terbukti benar secara hukum
dan menjadi hak perusahaan apabila Sanggahan tersebut terbukti tidak benar secara
hukum.

(8) Keputusan/jawaban pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal
ini, bersifat final.
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BAB VI

JAMINAN PENGADAAN

Pasal 29
Jaminan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa

(1) Bentuk-bentuk Jaminan Pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa
adalah sebagai berikut:
a.  Jaminan Penawaran;
b.  Auction Bond pada e-Auction;
¢. Jaminan Pelaksanaan;
d. Jaminan Uang Muka;
e. Jaminan Pemeliharaan/Masa garansi.
(2) Jaminan Pengadaan dapat berbentuk :
a.  Bank Garansi, dapat diberlakukan untuk seluruh jenis Jaminan Pengadaan;
b.  Surety Bond, hanya dapat digunakan untuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan
Pemeliharaan.
(3) Masa berlaku jaminan pengadaan sesuai dengan kebutuhan.
(4)  Ketentuan dan persyaratan mengenai Jaminan Pepgadaan, meliputi:
a.  Ketentuan Jaminan Penawaran sebagai berikut :
1. Jaminan Penawaran diberlakukan untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa
Non-Niaga yang nilainya di atas Rp 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah);
2. Nilai Jaminan Penawaran sebesar 1-38s dari Quotation;
3. Jaminan Penawaran diserahkan sebelum atau paling lambat bersamaan
dengan penyerahan dokumen penawaran;
4. laminan Penawaran dikembalikan kepada Mitra/Vendor :
a) peserta yang tidak menjadi pemenang dalam proses pengadaan;
b) pemenang proses pengadaan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
5. Terhadap pengadaan Jasa konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran.
b.  Ketentuan Auction Bond sebagai berikut :
1. Auction- Bond diberlakukan untuk pengadaan vang dilaksanakan secara
e-Auction;
2. Nilainya sebesar 1-3% dari Quotation;
3. Auction Bond diserahkan sebelum dtau paling lambat bersamaan dengan
penyerahan sampul penawaran.
4.  Dikembalikan kepada Mitra/Vendor:
a) peserta yang tidak menjadi peménang dalam proses pengadaan;
b) pemenang proses pengadaan telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
Tanggal: J No Distribusi
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c.  Persyaratan atas pemberlakukan Jaminan Pel
1. Jaminan Pelaksanaan diberlakukan untu
nilainya di atas Rp 200.000.000,- (dua
2. Jaminan Pelaksanaan dapat diberlakuk:
Negeri negeri yang nilainya di atas USO
3. Nilai jaminan pelaksanaan adalah sebe
pajak-pajak.
4. Jaminan Pelaksanaan paling lambat disé
PO ditandatangani.
5. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan ke

selesai 100% yang dibuktikan denga

aksanaan adalah sebagai berikut:

k PO atau Kontrak dalam negeri yang
ratus juta rupiah).

an untuk PO dari Mitra/Vendor Luar
10.000.

sar 5% dari nilai PO/Kontrak setelah

rahkan 14 (empat belas) hari setelah

da Mitra/Vendor setelah pekerjaan
CR/SA dan setelah menyerahkan

Jaminan Pemeliharaan/masa garansi jika disyaratkan dalam PO/Kontrak.

d.  Persyaratan atas pemberlakuan Jaminan Uang Muka adalah sebagai berikut:

1.
2.
3

41

Untuk PO/Kontrak yang mempersvarat

n adanya pemberian uang muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengar) jumlah uang muka yang diberikan.
Jaminan Uang Muka diserahkan pada saat pengajuan pembayaran uang

muka.

Jaminan Uang Muka dikembalikan kepada Mitra/Vendor setelah terbitnya

GR/SA.

e.  Persyaratan atas pemberlakukan Jaminan Pe

L

(5) Jaminan Pelaksanaan tidak disyaratkan untuk:
a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam

Nilai Jaminan Pemeliharaan adalah s
termasuk pajak-pajak atau sama
pemeliharaan.

Jaminan Pemeliharaan diserahkan
pengambilan Jaminan Pelaksanaan.
laminan Pemeliharaan dikembalikan
dilaksanakan yang dibuktikan dengan
masa pemeliharaan.

eliharaan adalah sebagai berikut:

ebesar 5% persen dari PO/Kontrak
dengan nilai pembayaran tahap
kepada Perusahaan pada saat
telah pekerjaan pemeliharaan selesai
terbitnya Berita Acara Serah Terima

geri yang nilainya sampai dengan

Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); atgu
b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa luar n
USD 100.000 (seratus ribu dollar Amerika);
c.  Pengadaan Jasa Konsultansi; atau
d. Pengadaan Jasa tenaga kerja, pekerjaan petbaikan atau pemeliharaan rutin dan
sewa kendaraan/gedung; atau
e. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang disediakan oleh Pemerintah atau Perguruan
Tinggi; atau
f.  Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pabrikan, Workshop, Bengkel Konstruksi; Agen
Tunggal/Reseller; atau

ri yang nilainya sampai dengan
tau

Tanggal:
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g  Pengadaan yang waktu pelaksanaannya kurang atau maksimum 30 (tigapuluh) hari

kalendar.

(6) Jaminan Pengadaan berbentuk Corporate Bon
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi K
vang dimiliki oleh Dana Pensiun Perusahaan dan/.
setelah mendapat persetujuan dari Direksi.

BAB VIll

ﬂl.a's dapat diberikan kepada Anak
ryawan Perusahaan dan perusahaan
tau Koperasi Karyawan Perusahaan,

PELAPORAN DAN TOLOK UKUR PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 30

Pelaporan Pengadaan

Pelaporan dan realisasi setiap aktivitas tahapan pengadaan dilakukan dengan menggunakan

aplikasi IT/SAP.

Pasal 31

Tolok Ukur Pengadaan

(1) Proses pengadaan dilaksanakan dengan mengacu kepada tolok ukur yang telah diatur

sebagai berikut :

a. Sejak PR yang telah lengkap dan benar diterima oleh fungsi pengadaan sampai
dengan tanggal PO diterbitkan untuk Barang dap/atau Jasa dalam negeri :
Maksimum 2 (dua) hari kerja untuk yang telah ada Kontrak Harga Satuan.

2. Maksimum 3 (tiga) hari kerja untuk pro

s Penunjukan Langsung.

3. Maksimum 5 (lima) hari kerja untuk proses Pemilihan Langsung tanpa

RKS/TOR.

4. Maksimum 10 (sepuluh) hari kerja untuk proses Pemilihan Langsung dengan

RKS/TOR.
5. Maksimum 20 (dua puluh) hari kerja
termasuk masa sanggah.

b. Sejak PR yang telah lengkap dan benar dite

untuk proses Lelang terbuka, tidak

ima oleh fungsi pengadaan sampai

dengan tanggal penerbitan PO untuk Barang dan/atau Jasa luar negeri :

1. Maksimum 3 (tiga) hari kerja untuk yar

2. Maksimum 5 (limal} hari kerja untuk pn

3. Maksimum 10 (sepuluh) hari kerja un
RKS/TOR.

g telah ada Kontrak Harga Satuan.
pses Penunjukan Langsung
uk proses Pemilihan Langsung tanpa

4. Maksimum 16 (enam belas) hari kerja untuk proses Pemilihan Langsung

dengan RKS/TOR.

Tanggal:
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5. Maksimum 20 (dua puluh) hari kerja

termasuk masa sanggah.

(2)  Tolok ukur sebagaimana diatur pada ayat (1) Pas

yang dilaksanakan tanpa sanggahan atau melalui

untuk proses Lelang terbuka, tidak

al ini hanya berlaku untuk pengadaan
Panitia Pengadaan. Sedangkan untuk

pengadaan yang mendapat sanggahan, maka tolok ukur dimaksud ditambah dengan

waktu sanggah dan penyelesaian sanggahan.

(3] Penerbitan LPB/LPJ/BAUT/BAPP maksimum 5 (li

dan/atau Jasa diserahkan oleh Mitra/Vendor.

(4)  Penerbitan GR/SA maksimum 5 (lima) hari kerja s¢

BAB IX

MITRA/VENDOR

Pasal 32

ma) hari kerja terhitung sejak Barang

sjak LPB/LP)/BAUT diterbitkan.

Persyaratan Mitra/Vendor Untuk Mengikuti Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa

(1) MitraVendor yang dapat mengikuti proses pen
sebagai berikut:

a. Mitra/Vendor yang telah tercantum dalam daftar MUT;
b.  Calon MUT pada saat pelaksanaan pengadaan akan dilaksanakan.

daan Barang dan/atau Jasa adalah

(2) MitraVendor yang dapat dimasukkan dalam MUT adalah yang memenuhi persyaratan di

bawah ini dan telah lulus seleksi:

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/
kegiatan sebagai penyedia Barang dan/atau Jasa;

b.  Memiliki keahlian, pengalaman dan kemamp

dan/atau Jasa;

c.  Memiliki sumber daya manusia, modal, peral

dalam penyediaan Barang dan/atau Jasa;
d. Memiliki alamat tetap dan jelas.

(3) Daftar MUT dikelompokkan berdasarkan bidang d;1

an teknis untuk menyediakan Barang

atan dan fasilitas lain yang diperlukan

n kategori usaha dari Mitra/Vendor.

Tanggal: 8] L
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Pasal 33 ‘

Seleksi dan Penilaian Mitra/Vendor

(1) Proses seleksi dilaksanakan dalam rangka penyusunan daftar MUT setiap awal tahun atau
pada saat proses pelaksanaan pengadaan.

(2) Proses seleksi daftar MUT dilaksanakan oleh fungsi pengadaan atau Tim yang ditunjuk.

(3) Mitra/Vendor yang telah lulus seleksi dan telah mendapatkan PO serta memiliki kinerja
yang baik akan diberikan Sertifikat MUT yang ditarIiatangani oleh Direktur Utama.

(4) Performansi atau kinerja setiap Mitra/Vendor harus dievaluasi oleh fungsi pengadaan
setelah pekerjaan selesai. Mitra/Vendor yang mempunyai performansi tidak baik dapat
dikeluarkan dari daftar MUT. Pada akhir tahun berdasarkan hasil evaluasi, Fungsi
Pengadaan menerbitkan perpanjangan masa berla&.mya MUT/sertifikat.

(5) Fungsi pengadaan yang ditunjuk membuat laporan penilaian evaluasi Performansi atau
kinerja setiap Mitra/Vendor yang sedang aktif dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau
jasa setiap triwulan dalam rentang waktu 1(satu) tahun berjalan yang ditandatangani oleh
pejabat fungsi pengadaan setingkat Kepala Divisi.

BAB X
DOKUMEN ELEKTRONIK PI?NGADMN

Pasal 34
Dokumen Elektronik dan Transaksi Elektronik

(1) Setiap tahapan proses pengadaan & logistik mulai | dari dibuat (create), diubah (change},
disahkan/ditetapkan (release), diteruskan/dikirimkan (send), diterima (received), dilihat
(display) atau disimpan (save) dilakukan dengan sébagian besar menggunakan peralatan
elektronik dengan Aplikasi SAP.

(2) Dokumen PR, RFQ, PO dan Outline Agreement dibuat (create), diubah (change),
disahkan/ditetapkan (release), diteruskan/dikirimkan (send), diterima (received), dilihat
(display) dan disimpan (save) dengan Aplikasi SAP;

(3) Dokumen HPS, UCP, SPPH/RFQ manual, SPH/Quotation, Berita Acara Aanwijzing,
Berita Acara Negosiasi, Kontrak, LPB, LPJ, BAUT, BAPP, dan BPB/DO Aksep dibuat,
diubah, disahkan/ditetapkan/ditandatangani dan diteruskan/dikirimkan dengan cara
manual. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Vendor dibuat secara manual. Pakta

Integritas untuk HPS dan UCP dibuat secara manual. Pakta Integritas untuk PR, RFQ dan
PO dibuat secara elektronik melalui SAP. T

Tanggal: ‘i L No Distribusi
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(4) Dokumen RFQ, PO, SA dan GR yang telah di refease pada aplikasi 1T/SAP kemudian
dicetak oleh fungsi pengadaan dan logistik, ditandatangani oleh Pejabat terkait dan
dikirimkan kepada Mitra/Vendor untuk ditandatangani.

(5)  Dokumen Elektronik harus dibuat dalam format ya
keutuhannya.

g aman (protected) sehingga terjamin

(6) Dalam proses pengadaan penyampaian/pengiriman dokumen RFQ dan Quotation dan
PO yang dibuat dalam Dokumen Elektronik harus dari atau ditujukan ke alamat e-mail
Perusahaan, baik dari atau untuk Fungsi Pengadaan maupun Mitra/Vendor,

(7)  Dokumen PR, RFQ, PO, GR, SA dan dokumen lain yang terkait dengan Aplikasi IT/SAP
adalah bagian dari Informasi Elektronik pada prgses pengadaan Barang dan/atau Jasa
Perusahaan.

(8)  Penggunaan alamat e-mail bukan Perusahaan oleh fungsi pengadaan atau Mitra/Vendor
hanya boleh digunakan dan bersifat sementara apabila :

a. Terjadi gangguan pada mail server di Perusahaan, yang dibuktikan dengan informasi

tertulis dari fungsi pengelola mail server.

b. Terjadi gangguan pada Jaringan Sistem | Elektronik internal atau eksternal

Perusahaan, yang dibuktikan dengan inforpnasi tertulis dari pengelola Jaringan

Sistem Elektronik atau pihak yang berwenang.

BAB XI
E-PROCUREMENT

Pasal 35
Kebijakan dan Prosedur £-Procurement

(1) Setiap pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan dengan cara e-Procurement dengan
menyesuaikan kebutuhan dan infrastruktur IT yang|tersedia.

(2) Pelaksanaan pengadaan dengan cara e-Procuremeént dapat dilaksanakan untuk semua
jenis pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga dan Npn Niaga.

(3) Adapun menu yang tercantum pada aplikasi e-procurernent secara garis besar terdiri dari:
a. Vendor Management
Digunakan untuk pendaftaran Mitra/Vendor, | mengubah data Mitra/Vendor, dan
memelihara data Mitra/Vendor;

b. Product Management
Digunakan untuk menampilkan informasi data produk-produk yang dibutuhkan, dan
juga digunakan untuk menambahkan daftar list produk yang dimiliki Mitra/Vendor
sebagai database kebutuhan sourcing produk;

Tanggal: . L No Distribusi :
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c. Tender Management

Digunakan untuk proses tender pengadaan |barang dan/atau jasa yang sedang

diperlukan, dimulai dari submit dokumen| SPPH/RFQ, SPH/Quotation, dan

pengumuman pemenang;

. Contract Management
Digunakan untuk menampilkan informasi mepgenai dokumen kontrak/PO antara
Mitra/Vendor dengan Perusahaan hingga dokumen penerimaan barang/Good Receipt
(GR) dan dokumen penerimaan Jasa/Service Acceptance (SA).

Tampilan dan menu yang tercantum pada aplikasi e-procurement menyesuaikan dengan
kebutuhan dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pengadaan yang diperlukan

dengan persetujuan dari pejabat setingkat Kepala

Prosedur dari e-Procurement adalah :

d.

ivisi fungsi IT dan fungsi pengadaan.

Setiap Mitra/Vendor yang baru ataupun ya
Usaha Terseleksi) dapat masuk ke “home”
jenis pengadaan barang dan/atau jasa yang
Untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang dan/atau jasa tersebut baik
Mitra/Vendor baru ataupun yang telah terdaftar sebagai MUT (Mitra Usaha
Terseleksi) diwajibkan untuk mendaftarkan akun baru untuk dapat masuk ke dalam
aplikasi e-procurement;
Pendaftaran dilakukan pada aplikasi e- rement dengan mengisi form yang
tersedia dan mengunduh file-file pendukung ‘Lang disyaratkan pada aplikasi;
Setelah form isian dan file-file pendukung diunduh fungsi pengadaan yang ditunjuk
melakukan verifikasi data untuk menentukan Mitra/Vendor tersebut lolos/tidak lolos
tahap prakualifikasi. Mitra/vendor yang lolog prakualifikasi akan mendapatkan e-
mail verifikasi untuk selanjutnya dapat login pada aplikasi e-procurement;
Setelah login, Mitra/Vendor dapat :
1. Mengikuti proses pengadaan barang atad jasa yang sedang dibutuhkan dengan
cara e-auction atau dengan proses e-tender;
2. Mengunduh produk-produk barang danfatau jasa yang dimiliki oleh
Mitra/Vendor;
3. Mengirim Penawaran harga, Menerima dokumen RFQ,dokumen PO dan
dokumen GR/5A:

telah terdaftar sebagai MUT (Mitra
plikasi e-procurement untuk melihat
ang dibutuhkan oleh Perusahaan;

Setiap pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bernilai di atas Rp 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara e-Auction.

Pelaksanaan pengadaan dengan cara e-Auction ddpat tidak dilaksanakan dengan syarat

dan ketentuan:
a.
b.
c.

Pengadaan Barang dan/atau Jasa spesifik; atau
Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang kebutuhannya darurat/mendesak; atau
Pengadaan untuk memenuhi permintaan p%mberi kerja secara tertulis; atau
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(8) Prosedur e-Auction.
a.

Pekerjaan Lanjutan atau Pekerjaan Tambahan; atau

Mitra  strategis atau  Mitra/Vendor | yang telah terikat  dengan
kerjasama/PKS/Technical Bussiness Cooperalive Agreement (TBCA)/TCA; atau
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga; ata
Pengadaan yang dipandang lebih mEnguntxngkan jika dilaksanakan dengan cara
tidak e-Auction: atau
Pengadaan yang penilaiannya dilakukan dengan cara Merit Point System.

e-Auction dapat dilaksanakan jika:
1. Untuk barang Niaga, jika terdapat minimal 2 (dua) peserta yang dinyatakan lolos
evaluasi administrasi dan teknis.
2. Untuk barang Non-Niaga, jika terdapat minimal 3 (tiga) peserta yang dinyatakan
lolos evaluasi administrasi dan teknis.
Setiap Mitra/Vendor peserta e-Auction wajib /menyampaikan AuctionBond berupa
uang Tunai/Langsung atau Bank Garansi dari Bank Umum vang besarnya 1% sampai
dengan 3% dari harga penawaran.
Berdasarkan hasil e-Auction ditetapkan calon pemenang.
Setelah e-Auction dilaksanakan, jika dipandang perlu dapat dilakukan klarfikasi teknis
sebelum penetapan pemenang.
Setelah ditetapkan pemenang, dilaksanakan harmonisasi harga untuk medapatkan
harga satuan, yang diperhitungkan secara wajar dan disepakati bersama antara
Mitra/Vendor dan fungsi pengadaan terhadap sémua item pekerjaan (Barang dan/atau
Jasa serta struktur harga) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Harga satuan hasil harmonisasi akan dipakai sebagai harga satuan dalam PO atau
Kontrak.
2. Hasil harmonisasi harga tidak mengubah nllai total e-Auction.
Harga hasil e-Auction tidak dapat dijadikap referensi harga pada pengadaan
berikutnya.
Pelaksanakan e-Auction dilakukan di ruangan tersendiri yang telah dilengkapi dengan
infrastruktur sehingga e-Auction dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Fungsi pengadaan yang memerlukan pelayanan pengadaan Barang secara e-Auction
harus mengajukan permintaan secara tertlis dalam bentuk form pengajuan
penggunaan perangkat e-Auction selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
pelaksanaan e-Auction yang ditujukan kepada kepala unit kerja yang mengelola
perangkat e-Auction.
Ketentuan teknis pelaksanaan e-Auction mengacu kepada Keputusan Direksi yang
mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan e-Agction, sepanjang tidak bertentangan
dengan Keputusan ini.
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BAB Xl
PENGELOLAAN BARANG
Pasal 37
Master Data

(1) Dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa Niaga, maka
pihak-pihak terkait wajib melaksanakan pembuatan dan pengelolaan master data
meliputi:

a.  Master Data Barang;
b.  Master Data Jasa;
c.  Master Data Mitra/Vendor (Master Vendor).

(2) Master Barang dan Master Jasa di buat oleh fungsi sales engineering dengan melibatkan
fungsi pengadaan sedangkan pengelolaannya dilaksanakan oleh fungsi IT.

(3) Master Vendor dibuat oleh fungsi pengadaan dengan melibatkan fungsi sales engineering
dan fungsi keuangan/akuntansi sedangkan pengelolaannya dilaksanakan oleh Fungsi IT.

Pasal 38
Pengelolaan Barang

(1) Pengelolaan Barang dikelompokan berdasarkan :
a. Aset tetap;
b.  Barang habis pakai;
¢.  Persediaan barang jadi;
d. Persedian bahan baku.

(2) Setelah barang diterima Perusahaan maka dila
ditetapkan sesuai kebutuhan meliputi gudang:
a. Gudang yang ada di kantor pusat atau kant
b. Gudang yang disewa oleh Perusahaan di |

ukan penyimpanan di tempat yang

cabang;
si proyek dilaksanakan.

(3) Pengelolaan pergudangan pada dasarnya meliputi
a. Penerimaan dan pencatatan keluar masuk B
b.  Penyimpanan;
c.  Pemeliharaan;
d Pendistribusian.

(4) Pengeluaran Barang dari gudang dilaksanakan sesuai permintaan Unit Pemakai dan
dilaksanakan oleh fungsi gudang atau fungsi rendal proyek atau fungsi operasi untuk
gudang vang berada di lokasi proyek.

Tanggal: n l No Distribusi :
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(5]  Transaksi dan Informasi pergudangan harus dapat diketahui secara transparan dan up to
date oleh fungsi gudang dan dapat diakses oleh Unit Pemakai/unit operasi.

(6) Persediaan Barang meliputi semua Barang yang telah diadakan oleh Perusahan yang
diperuntukan untuk dijual kembali kepada pemberi kerja.

(7)  Pengelolaan pergudangan dan persediaan baraLg dilaksanakan dengan Aplikasi IT/SAP.

(8) Pengelolaan persediaan dilaksanakan bersama dengan koordinator oleh fungsi gudang
dan melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi rendal material serta fungsi IT.

(9) Jumlah, jenis dan klasifikasi Barang persediaan harus tepat dan akurat serta sedapat
mungkin menerapkan asas just in time yaitu barang tersedia tepat pada waktunya.

(10) Aset tetap, barang habis pakai dan persedian dapat dilakukan penghapusan jika kondisi
barang tersebut telah rusak atau telah usang (obsolete).

(11) Usulan penghapusan dan tindak lanjut pelaksangan penghapusan diajukan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris atau RUPS yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
dalam bidang penghapusan Aset Tetap, barang habis pakai dan persediaan

{(12) Tindak lanjut penghapusan dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Dijual; atau
b. Dihibahkan: atau
c. Dimusnahkan.

(13) Tindak lanjut pelaksanaan penghapusan dilaksanakan oleh Panitia yang ditunjuk oleh
Direksi dengan sekurang-kurangnya melibatkan fungsi pengadaan , fungsi hukum, fungsi
pemasaran dan fungsi akuntansi serta fungsi umum.

Pasal 39
Tukar Menukar (Trade In Trade Off)

(1) Tukar menukar dapat dilakukan terhadap Aset, barang habis pakai, dan persediaan
dengan Barang baru baik yang sejenis atau tidak sejenis dengan mempertimbangkan
faktor efektivitas, Nilai barang yang akan dilakukan tukar menukar berdasarkan hasil
Appraisal (Jasa Penilai)..

(2)  Tukar menukar terhadap aset harus mendapatkan ijin dari Dewan Komisaris atau RUPS
sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal: I No Distribusi :
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Format Standar dan Aliran FHZTES Pengadaan

dimaksud Lampiran 1 Keputusan ini.

danfatau Jasa adalah sebagaimana

Aliran Proses (flow chart) Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah sebagaimana dimaksud

Lampiran 2 Keputusan ini,

Pasal 41
Ketentuan Lain-Lai

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada
dan/atau Jasa Perusahaan maka bahasa yang
menggunakan Bahasa Indonesia.

n

setiap dokumen pengadaan Barang
digunakan adalah dokumen yang

Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dilaksanakan menyimpang dari
Keputusan ini dapat dilaksanakan sepanjang mengapat persetujuan Direksi.

Keputusan Direksi Nomor: KN.006/2014 tentang

edoman Pengadaan Barang dan/atau

Dokumen yang terkait dengan proses pengadaaF yang diterbitkan berdasarkan Surat

Jasa beserta perubahannya yang sampai dengan d
dalam proses tetap dapat dilakukan sampai dengd

Pasal 42
Penutup

tandatanganinya Keputusan ini masih
n dokumen tersebut selesai diproses.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud

pada:
a. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN. 006

2014 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan/atau Jasa Perusahaan;

b. Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.016/2017 tentang Perubahan Pertama atas
Surat Keputusan Direksi Nomor: KN. 006/2014 tentang Pedoman Pengadaan

Barang dan/atau Jasa Perusahaan;

c. Sural Keputusan Direksi Nomor: KN.018/2018 tentang Perubahan Kedua atas Surat
Keputusan Direksi Nomor: KN. 006/2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang

dan/atau Jasa Perusahaan;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Tanggal:

J' J No Distribusi :
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(2) Segala sesuatu akan diubah/ditambah sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

(3)  Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kepulusa‘w ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Direksi.

(4) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkanidi  :  Bandung
pada tanggal : J4d- A'nl - 2020
a.n, Direksi |
PT INTI (Persero)

Direktur Utama,

—l
st-ﬂﬂa/;%

Tanggal: %) l Mo Distribusi
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Lampiran 1
1. Format Standar 1sian Prakualifikasi - Data Perusahaan .. ... N — .
2. Format Standar lsian Prakualifikasi - Penilaian Calon MUT .., Rk 3
3. Format Standar Isian Prakualifikasi - Dafiar Tenaga Ahl Calon MUT ..o 4
4. Format Standar isian Prakualifikasi - Daftar Pengalaman Pekerjaan Calon MUT ............ 5
5. Format Standar Isian Prakualifikasi - Data Peralatan Yang Dimiliki Calon MUT ............ @
6. Format Standar Isian Prakualifikasi - Data Modal Kerja Yang Dimiliki Calon MUT ......... 7
7. Format Standar Pengajuan Investasi .. T . 8
8. Format Standar Nota Permintaan Penk.atan Harga 8 S S L 9
9. Contoh Format Standar Purchasing Requisition (PR} E_Pnn Frevmw ........................... 10
10. Format Standar Harga Perhitungan Sendin (HPS) ...l 11
11. Format Standar Usulan Cara Pengadaan (LICP) .....coieeeicinsiniiinin cismmsesinssisionn 12
12. Format Standar Pakta integritas Perencanaan Pengadaan ... 13
13. Format Standar Surat Permohaonan Informasi Harga (RFD. ... i R 14
14. Contoh Format Standar Reguest for Quotation (RFQ) (Prist Preview) ... eeevveerrvrnnenns 15
15. Format Standar Syarat-Syarat/Ketentuan-Ketentuan (Halaman Belakang RFQ} .............. 16
16. Format Standar Berita Acara Penetapan PEmenang .......b...cumiiimiinimannnain i 17
17. Format Standar Berita Acara Kesepakatan Hanga ..o foviiimiinisimimisnssns i 18
18. Contoh Format Standar Purchase Order (PO} (Print Preview) ... I 19
19. Contoh Format Standar Syarat-Syarat/Ketentuan-Ketentudn | Ha!aman Beﬁakang PD: ...... 20
20. Format Standar Pakta Integritas Pengadaan . AR T (T VPRSPPI D A . |
21. Format Standar Laporan Pemeriksaan Barang.-]asa :LFB.."]J ....................................... 22
22. Format Standar Rincian LPB/] (Halaman Belakang LPB/]) J..covviiiiiiiiiinnniiiess. 23
23. Format Standar Berita Acara Uji Terima (BAUT) ..ol 24
24, Format Standar Rincian Berita Acara Uji Terima (Halama Beiakang BALIT) .. 25
25. Format Standar Berita Acara Progress Pekerjaan (BAPP) .| ...oooiiiiiiiiiiiiiiiiinn 26
26. Format Standar Rincian Berita Acara Progress Pekerjaan (Malaman Belakang BAPP) ....... 27
27. Contoh Format Standar Service Acceptance (SA) (Print Prepiew], ..o cviicicinncsnnnan. 28
28. Contoh Format Standar Goods Receipt (GR) Print Preview ... ccvvinieesvissniniinnienan, 29
29. Contoh Format Standar Reservation (Print Proview) ... diveiiinimmeermamesiennssesaneas, 30
30. Comtoh Format Standar Coods fssue (G (Pant Preview) ..o o, 31
31. Format Standar Penunjukan Personil Pembelian Tunai .. L. 32
32 Format Standar Pengajuan ljin Pengadaan Tahun Jamak .{.cooniinnsiss s 33
313 Formar Justifikasi Penpadaan.. .. qesi e 34
Lampiran 2

1. Aliran Proses Prakualifikasi Calon Mitra/Vendor .. K Rt R ek e e = e 34
2. Aliran Proses Evaluasi Performansi Mltrar‘u'endnr B o R
3. Aliran Proses Pengadaan Barang danfatau Jasa Niaga dan Nun Maga ......................... 36
4.  Aliran Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Buffer Stock (Persediaan)............. 37
5.  Aliran Proses Pemeriksaan dan Penernimaan Barang danfathu Jasa........cocoiicinniiicenns. 38
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1. Format Standar Isian Prakualifikasi — Data Perusah%n

e
I~TI KANTOR PUSAT : JL. M

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)

. TOHA 77, BANDUNG 40253

TELP. 5201501 {10 SAL.) 502618 (8 SAL) ; FAX. (022) 5224637

BB it m sk i ua o il

Telah diterima bundel dala perusahaan sebagai kelengkapan afas
{Persero) dari :

Mama Perusahaan i
Alamat Perusahaan i
to. Telp/Thx'Fax s
Alamat Email T v

Bidang Pekerjaan pr

Dengan Kelenghkapan shb :

ADA MERLLY

Surat Perkenalan Menjadi Rekanan PT INTI Dan Perusahaan Yang Bersanghutan

Hio Data Calon RekananMitra Uisaha PT INTI (PERSERO)

Daftar Pengalaman Pekerjsan/Cusomens List

Daftar & Pengalaman Tenaga Ahli

Dafar Peralatan yang dimifiki

Akte Penditian/Akile Notars

Akte Perubahan/Pembahaman Terakhir

Surat Kel Dep. Kehakiman Lintuk Persoroan Terbatas (PT)

Sural Keterangan Domisih Perusshaan

== fes e |unf o s frs | =

. Surat Keterangan Bebas [zin Tempat Lissha (SBITL

Berlaku

. Surat lnn Usaha Perdagangan (SILP) dan Kanwil Dep, Perdagangan®antor| Perdegangan Yang Masih

. Tanda Daftar Perusahaan (TDP

. Tanda Daftar Rekanan | TOR / SERT. RADIN | Assosias |

Surat Lrin Usaha Jasa Kenstrodod (SILIK) Lintuk Persahaan fasa Konstruks

- Sertifikal OIS | Pekerjaan jasa & Mattenal O5P )

Sarat Keterangan Lzin Uisaha Jasa Pergurusan Transportast (SIUPIPT) Uintuk
Transportasi/Forwarder (PPIKE

sahaan Jasa

oo Pokok Wajglb Pagak (NFWT)

. Penpusaha Kena Pajak (PKP)

_ Relerens: Bank Pemenntah Atau Bank Lannya Yang Ditunjuk Menten Keual

. Meraca Perusahaan Terakhic Yang Telah Diaudit Akuntan Publik Peusahaan

P'I'I'IFHI

- Surat Keterangan Dari Departemen Perindustrian Untuk Perusahaan Industir

. Surat Penunjukkan Sebagai Agen Dan Prinspal

. Surat Keterangan Keapenan Dard Departemen Perdagangan

Bukti pembayaran pajak (S59) terakhi

Band Ui «oierrresiminmiissrmmsscriiles

2020

Yang Menyerahkan
Rekanan

Yang Menerima
PT INTI (Perser)

C¥v, Pengadaan Niaga & Mitra Usaha

. Tidak dilampirkan bila tidak berhubungan dgn keglatan per

aan Bapak/lbu

Tanggal : "

i

Mo Distribusi ;




DIVISI PENGADAAN
NIAGA & MITRA
USAHA

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREPI

L KN. 011/2020
01
: 3 dari 19

Mo
Edisi
Halaman

2. Format Standar Isian Prakualifikasi - Penilaian CalUL‘i MUT

INTI

PENILAIAN CALON MITRA US
BIDANG: PENGADAAN

TERSELEKSI (MUT)
G DAN/ATAU JASA

Kode Mitra Usaha @ vecveoveees

1. IDENTITAS
a. Nama Perusahaan
b. Alamat
c. TipFaxHP
d. Alamat email

2. KELENGKAPAN ADMINISTRAS] *)
Dokumen Pendirian
DR
TDRSERT. KADIN/Ascsiasi
SILP/SILIKALISejenis
NPWP
PKF
Mama Bank, Cabang
atas nama & No. Rekening
Neraca mutakhir (audited)
Perangkat kerja (isian dilampirkan)
Serifikal pendukung (f.c. dilampirkan)
Penunjukan sebagai agen (Le.
dilampirkan)

ETOE @R T

+ acaftidak
: adafidak
: adatidak
: adaftidak
« adaticdak
s adatidak
t Bank i s
| TR
« adaftidak

: adatidak

¢ adaticak

: adaftidak

PRCARITRY. Lo s ATk vsimses
BN . o i o Aot s A A RNk e R kBt
Ditetapkal

3. KEAHLIAN PERUSAHAAN
3. Pengalaman Perusahaan (iian dilampirkan)

b. Pengalaman Tenaga Ahli (isian dilampirkan)

r adafdak ...
: adaticdak

<eeee Tl NHal
2o Todal MNilai

4. BERGERAK DIBIDANG USAHA

5. TOTAL NILAI (shg kertas kerja)
6. STATUS

Penyedia Barang dan atau/jasa *} dengan Kualifikasi :
Besar, i) i erasi *) dengan Spesialisas Bidang :
Dipery;rnralkan L ured S £ -1/ -5 11| [ —

MITRA USAHA TERSELEKS!

Kelerangan :
Mitra Usaha dengan nilai = ...
Dinyatakan LULUS sebagai MUT PT INTI

SNama

 f— wtansvmayuinsnnning |

Direkiur Ltama

*| corel yang lidak perlu

f

.................... mrmamrrrrrmeng wreneree darrier | omessirrasaias

Tim Penjlai MUT PT INTI (Persero)
Tanda Tangan

Mengetahul Menyetujui

Momor file @ i

Tanggal :

No Distribusi
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3. Format Standar Isian Prakualifikasi — Daftar Tenaga Ahli Calon MUT

(~9TI

DAFTAR TENAGA AHLI CALON MUT

Kode Mitra Usaha & e

1. IDENTITAS :

4. Nama Perusahaan :

2.  DAFTAR PENGURUS/TENAGA AHLI YANG DIMILIKI

Data
Mo Nama
Sertifikal | Pendidikan | Pengalaman * | Status**) = Keterangan
|
Catatan : *) diisi dalam jumlah tahun
*=) Pilih salah satu (pegawai tetap/kontrak/On Call )
Yang Memberi Data
Jabatan
Tanggal : L No Distribusi :
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4. Format Standar Isian Prakualifikasi — Daftar Pengilman Pekerjaan Calon MUT

(=TI

DAFTAR PENGALAMAN PEKER]

N CALON MUT

Kode Mitra Usaha @ .o,

1.  IDENTITAS :

a. Mama Perusahaan :

2. DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN :

Data
No Uraian Pekerjaan
Kerja | Tahun | Nilai (juta) | Keterangan
............................... ||II e J'II e
Yang Memberi Data
Parmin BbE 3 L
Tanggal ; *L No Distribusi :
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5. Format Standar Isian Prakualifikasi -~ Data Peralatar

Yang Dimiliki Calon MUT

l N.Tl DATA PERALATAN YANG DIMILIKI CALON MUT

Kode Mitra Lisaha @ ...
1. IDENTITAS :
a, Mama Perusahaan
2, DAFTAR PERALATANSARANA KERJA UTAMA
Dala
No MNama Peralatan/Barang . ]
Merk | T Tahun | Status | Kondisi | Keterangan

Jabatan

Yang Memberi Data

Moo il 2 .

Tanggal : L

No Distribusi :
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6. Format Standar Isian Prakualifikasi — Data Modal Kerja Yang Dimiliki Calon MUT

lﬁJT[ DATA MODAL KERJA YANG DIM[IJIK] CALON MUT

1.

IDENTITAS

a. Nama Perusahaan

2. DAFTAR AKTIVA, MODAL KERJA | DUKUNGAN BANK :

Data
ot Uraian
| Nilai (= juta) Kelerangan
PIL TR R TP T R §osasan fl lllll |lII ----------
Yang Memberi Data
labatan
teomaor file
Tanggal : L Mo Distribusi :

Kexde Mitra Usaha & ooeenniinns
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7. Format Standar Pengajuan Investasi
PENGAJUAN INVESTASI
DIVIS’J'SEU : LR LR LT PEERSIEREEESI G
TAHUN ANGGARAN ............
1. JENIS INVESTASI ‘ B eI —————— T
2. TAHUN INVESTASI H PENGGANTIAN
....................................... PENAMBAHAN
TEKNOLOGC!I BARU
3. URAJAN BARANG/JASA INVESTASI NILAI (RP)
T s — Uﬂitﬁ-:
R e R e e e AR Unitﬁ_:
3. dst.
Jumlah
Diajukan oleh
hngﬂa' “ndamnw
Mengetahui/Menyetujui
Ka. Bap/Manager v | Tnggal | Tandatangan
Menyetujui Pengelola |
Anggaran Investasi
Ka. Bag/Manager ......... Tangesl | Tandatangan
henyetujui
Direkur voooiceene | Thoggal  Tandatangdn
Catatan : j PERSETUJUAN DIRUT
Setuju /|Tidak Setuju
di!a m’an llllllllllllllllllllllllllllllll
ra Direktur Utama
]
Tanggal : ‘ No Distribusi :
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8. Format Standar Nota Permintaan Perikatan Harga

[OTI

NO. :

MNOTA PERMINTAAN PERIKATAN HARGA

Dy
Hal

Peruntukan :

[]

Barang/lasa Niaga sebelum PR

EI Proposal Hanga untuk Tender

] Barang/lasa Non Niaga sebelum PR

Barang/Jasa untuk Kontrak Harga Satuan

No | Kode Barang/lasa

Nama/Spesifikasi Barang/Jasa

Satuan | Tarsedia

Jumlah
Kebutuhan

Tanggal

Kebutuhan

Justifikasi

Tgl

Ka. Div. VP

Diajukan oleh ¢ ...

Tgl

Diterima oleh @ ..

Ka. DivPergadaan Niaga dan Mitra Usaha

Tanggal :

Mo Distribusi :
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10. Format Standar Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
| REQUESTED BY
l ® T' HARG&J{EEH!TUNG&N SENDIRI (HPS/OR) PROJECT 1D
~) IO ot ot s TCL. RELEASE PR
BARAMNG/IASA : Niaga | Jasa | Biaya Projeat Currency : .......
Mo. HPS £ s
Mterial Short Text P::;h Item sﬁg;" Oty Linit L‘ﬁ;‘ | ::’; la?:fra Keterangan
I
PAJAK
TOTAL

Keterangan : Referensi Harga satuan didapat dari..................... 4.

Ditetapkan oleh
Jabatan

Diajukan oleh
Jabatan

Tanggal : 1

Mo Distribusi :
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11. Format Standar Usulan Cara Pengadaan (UCP)
® USULAN CARA PENGADAAN UCP) REQUCATEO Y
INT' Nomor : PROJECT ID
SR G A A TCL RELEASE PR
BARAMNG/ASA : NIACA atau NOMN MNIAGA *) CUrmency @ ...
Mo UEP. o
Material Short Text Purch.Req. | lem uantity | Un | Satuan HPS Total HPS
PAIAR oo
TOTAL
lenis UCP Justifikasi LUCP Kode Vendor Nama Vendor
Ditetapkan oleh Diajukan oleh
Jabatan Jabatan
Tanggal : 44 No Distribusi :
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12. Format Standar Pakta Integritas Perencanaan Peng%aa.n

PAKTA INTEEEITﬁ'

Kami yang bertanda tangan dibawah ini baik sendiri-sendifi maupun bersama-sama, dalam rangka

pengadaan:

Nama Proyek / Project 1D
Momor PR

MNomor HPS & UCP

Unit Pemakai

Dengan ini menyatakan bahwa Kami;

1. Tidak akan melakukan praktek KKN,

2. Akan melaporkan kepada unit kerja terkait dalam pe

berwajib/berwenang.

3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan w

ngawasan intern dan atau pihak yang

secara bersih, transparan dan profesional

4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia
dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut garfii rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan Perusahaan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Fungsi
Perencanaan Pengadaan

Mama

laLatan

Tandatangan

Yang mengajukan HPS

Yang menyetujui HPS

Yang menetapkan HPS

Tanggal :

Mo Distribusi :
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13. Format Standar Surat Permohonan Informasi Harga (RF1)

Tanggal RFI
Mo, RFI
Mo, PRNPPH

PERMOHONAN INFORMASI HARGA/
REQUEST FOR INFORMATION (RF1)

Informasi harga dikirim ke :

Permintadn informasi harga kepada :

PT INTI {PERSERDY) PTACY. ol resnmenasnsensirassmsinsssnscsesnass nssmnsns snssssns e
DIVISI PENCADAAN DAN LOGISTIK ||
Il. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253

Tel : 022-5201501 Ext ..........  Fax + 022-5224637 1 B SR ey it i . o LR AR P R
RFI dikirimkan paling lambat pada

tanggal 1 ..o

Lip. Bpk/ibu

Mohon dapat diinformasikan harga terbaik berikut syarat pembayaran dan waktu penyerahan terbaik dengan
rincian barang dan/atau jasa sebagai berikut :

A, RINCIAN BARANG DANATAU JASA

Kide : Harga Total Target

Mo Brg/Jasa Uraian Barang/lasa Qty | Satuap Plaal Harga Delivery
|
!
| Jumlah
PPN 10%
Taotal

B. KETERAMCAN

Syarat dan ketentuan Informasi Harga akan disepakati kidua belah pihak setelah Calon MITRA
menyampaikan syarat dan ketentuan perikatan pengad Barang dan/atau Jasa pada dokumen

Proposal Harga.

PT Industri Telekomunikasi
Indonesia |Persero)
a.n. ivisi Pengadaan Niaga dan Mitra Usaha

(Nama |elas
Jabatan

Tanggal :

& No Distribusi
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14. Contoh Format Standar Request for Quotation iml (Print Preview)

L]
~Tl - a2 a0
AR L i L]
PR Moammhey | 23 2
PERMOHONAN PENAW '
REQUEST FOR QllﬂTiTll']f\'i
ik dikiwn by t s
ane Meirver i0 | {1
11 lmadintri Teirknmunikasi Endesrsia § Prosma) Sarmnn [rwahs Sejabierei ™
I, Mosh Toka Na, 77 11, Griys Flsk Bojang Sasng A-11
Hamdung. Jaws Berut Hundung

Trip © &2-23-TRa0003
Fay o 63-13-7501033

‘e aran harps debmum (o ke Paitahamy
i damel i ke Sefora
RS P A A AR ST ThAM MTTHA |15 Ak 2102 202

1 Stk Toska M 77 Handhreg
my BLEY = STRAAAT

Tipel TR0 sT ol o | TELKLUM « REPAIR & REFURBISH ST N00IAE
bl Netwark 2 Duas Des Kariee NTE

G Sanay ikl pn [ ok Pk s

i it g il . By R paree g chas s Al [ETE s
Towsr woml ipmisiens biw viur besd peacr, gl s o pan e sl dclroery ions B e g felloss

pem MalerisdBernice  Descripiion [ Lt Farges Delivery Duie
&0 el | [ o rtrem i Wi d S g ahiad 0% o it i ™ N} O
Romarkshclarangan

*spersisn dan Syare READ wootudis dy el b el ol
ibers Torm & Condition RPCY an behansd 15w page

BT indesri Telek ik Bl in | Persern |
THVISE PESCADARSN NIAGA DAN MITRA USANA

= -
P
E B

PO M v Pemgadaan |
| ¥ rum RIQ) S 2011000
Page | 1ol 1]
Preeied by PRATANTIAANE, 1802 2020 126732

rd

Tanggal : J Mo Distribusi :
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5. Contoh r Syarat-S Ketentuan-Ketentuan (Halaman Bel RF
KETENTUAN DAN SYARAT QUOTHTION
YANG DHSERAKATI OLEK INTI DAN SALDN VENDOHR
A PERSYARATAN KELENGHAPAN DOKUMEN PENAWAR 2N
(% -Caleh VENDCR harus mekeghap QUddalon fergas oo yiatin atmmpan | hne wntd faigs (dalbm 1 (salu) benas)
satiagy by
] "-"H"p Ml o Oy "IMIl HUT lFI'\,..! s Teeee i) N g A mwewraihan FoaTy Apva Pepoe.an
Parugghagn  Jan  parubehannya  {apabia .lﬂn pinG orstchan fenaon  KagyNman MeskLmtha lentmng
Pangesaran P esEljuar Sadon Hukur orfus T a0y Pandaraad Sas Badan Usiha oh <epannarann Pengaddan
"'ﬁ-_ﬂ' ntub SN Fimuw Periutoan Faaute, Compety profie Sl TR Syl em Mhusls (B adul WPWP SSR
Ifion Meranrer TR [t Ferusahaan non Dadan nukie i Seralfasa i dweiiean;
L Memminiiean comy sl BOul R ANEs St Darp AN Flawatiar (ol adhl it sertfaal Covd (Cadiate of Ongm| atsu
ol | Carfifcate OF Manufasiom) pan batbng yiing cimwarkan sdilan berasal e luar ngoin (bacing Buet izl
Meampman Mosel ‘Wiomas del= tnedfitan ol Barng vty dilsearkan 80 wralan nghup pekenaan univk
Poiarann Jads yany Soawisal
g Melmmpirkhn QORUEGN DROUMNEING |8 YRGSy e S jRogeusa For Qootalcn (RFD
(3] Semua persyaralsn Cuctaton Sersdal mutes (mandimyi B b=tefll mphguguasn sehingoa seviD periyaaie latwbut
hifids dipeniks calon VENDOR
(3), Quolsion Obust paga hemas Jergan cop swel Pensatadl VENLGOR ctanda legas olbn peatal yany memenps
NEWRAANCEN Barmetase tublh B0 GOl Sap Fesaatian VENDOS
(41 -Sarmpul Quulaion tand dousl Sin henas Dons Wis o aeitery delTiSekal tecEn ek dan Ofuian sepada pe-abal
T yimsg menaddatangand dokunen RFO
m Chilger Cuolabon Caion VENDOR harus menzanban bl gk s wakis je AR TRUTE: i el 11T ]
(8], Hiwgi yang dildwarkan haros Slenghapr sengah Hargd sEtlsl din ol Bl yang e catym Cutibston suidah lermasuk

PP 0% [seouni persen ) (v paak-faar. @y

B. WAKTU TEMPAT CAN E'\flr. kS PENAWARAN HARGA

(1) Quiaren Detena SMpes -UWrprantnl sl SArTman Wkt iR deam wa sanal Sstnala okt caan VENDOR yang
Supuiian kapada Divel h_.-;ﬂ-u BT INTI [Flusrod 2 Walt T Mo 7T Bandgng

(2} Outtaten Beteris Lampas (anosathyd yiry Slermil csh T S Shiad wiklu yang beoh Satepkan maka alas SPH
hesgabu fadie Dkl ddEauaan eviliuas

(3}, Selslah Guotetion dilermma teh INT| mhe axan dnimuke €oite e ST fat) yammtan Qulldiion

(4]  Froses pemihan cxon YENDOR S0 Gy Sl GO st (W auim hgss svahias 8143 Qoo ackan Cusiakon

a Calam pengadaan mengguiskan melsly pasienia: oTam Sowumen| penewsan yang dissima sleh Rngs pepadaan
hurang dant J [bga) beserid 2Bu pesErE jurkg mamenubl Lyaral karang okt 2 (dual Blsu

b, Calam pengadaan mengguiakan metode selehs lerbataspermiman langshing INT! bk menenmi Sonamen Quoighon

¢ Sehuh penswaran nargd daiam Quotatios calon VERDDS vang mitus Wuis 538 yang lilus evahiss sormablrad dan teivis

4 Selyrgh panwaran s dalam Quonstow cainn VERDOS yang mass [nilyrve lebih ungs dan Hama Peraungan Sencn
(HPSYOwmar Exfimafae (DE)

& Dalam hat nirdl 0d) Posal i levjadi dapal dishuas ediuas lehadap FPE0OE dergan merpdstgl penpouramn rolienti
yang Sueten diakyesn dandtEy menambancan mlesnd DEL JetSoa ol HPSOE fiatus mondapst perselupen dan
pEEial yang Derwenang

(5, Penstacsn exlon VENDOR yang menjedi pemenany gicasis = aupams Dfotatnn.yang mamendt syamd sommaas, s
hargs ienendahment poinf aysiem dan woktu panveabar (ehskisrcep deda pergyaratan an pang desfspad dalsm

fancana Kada dan Syaral-syarat (RRS) fTarm of Raferancs (1705

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

(1), Dalamha ARG dlenghae dingan dabunan RESTOR maka nersyaaten Oluieis rmeness pacs socumsn RRSTOR

{2)  Barang atay Jasd VEN[ SSANSIAN GANT RIOSSS DEMTUAINN Jan AEL patdedanasn pekeridannyaialsh memenun Ril

(3 INTI Dertiah mempotalan Pangadaan ini apabia hawl esluds 0an Guatstpn idal 504 yang memnuhi pomsysraten kelantuan

yENG ekl g [RT

Tanggal : l No Distribusi :
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16. Format Standar Penetapan Pemenang
BERITA ACARA PENETAPAN P

ENANG

Pada hari ini oo tanggal ool bulan

bertandatangan dibawah ini :
Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1D Project

o

S5PH/Quotation, dengan rincian sebagan benlcul
a. Harga Pen:lwaran masing-masing Mitra sebagal berikut :

b. Calon Pemenang Pertama adalah sebagai berikut
T L e N e otk S e P e e Pt

Nama proyek B e e e S e T e M e i A st s e e

Nomaor PR i s WS N R , tany T T
Namor RFQ : svenres TANEREA] .

---------------------------------------------------------------

iii. Tanggal Delivery permintaan User

iv. Tanggal Delivery usulan Mitra it

v. Term of Payment usulan Mitra
vi. dst (jika diperlukan hal-hal lainnya)

S-lz-hubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Femenang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Proyek :

1 : PT:CV

2. Harga Barang dan/atau Jasa dengan rincian sebagai berikut :

. adalah wbagai berikut :

B et e T o o o e A R b i R S s

o s L e e e Ly harg.a sl R S e e

d. dst (sesuai item)
3. Target Delivery Barang dan/atau Jasa
Tata cara pembayaran AR R R
5. Masa Garansi/Jaminan - — ]

Berita Acara Penetapan ini akan ditindaklanjuti dengan penerbita) PO/Kontrak oleh Divisi Pengadaan Niaga

dan Mitra Lisaha,

Diajukan Oleh :

Ditetapkan Cleh ;

- l;lama labatan

Mama labatan

Catatan -+ Formal tandar Berita Acara Penetapan Pemenang ini dapat disesuaikan lean kebutuhan teknis pengadaan.

Tanggal : u

Mo Dictribusi ;
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17. Format Standar Berita Acara Kesepakatan Harga

PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERQ)
BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA

Momor =
Tanggal I
I Waktu dan Wempat negosaas
............. tanggal ... bulan ool

Pada hari ine

L. Pihak-pifak yang mengadakan negosiat

cvieeraceny 10kt diadakan negosias weknis, hatga, waktu penyerabun dan pembayaran,

tahun . e . bernempat di

PTINDUSTRI TELEKDMU NIKAS] INDOMNESIA (PERSERO) FICY ¢
Rt T rrrreT P . YT, Jabatan
Selanputnya disebut INTI Selanjutrya disecbut MITRA
m beniis pekerjaan/pembelian dan hasil negotxd
L. Haga
Mo LIRAIAN BARANG ATAL JASA SAT | 1Y HARCA SATLIAN ]
PENAWARAN | KESEPAKATAN | KETERANGAN
|
|
|
i
[LsALAH JUMLAH 1
PN 10 PPN 0%
[OTAL TOTAL 1
2. Penkatin pengadaan
3, Tanggal penyerahan
4. Tempat penverahan
5, Cara pembayaran
6. Caransi Barangfasa
7, Lain-lain
a.n MITRA an. INTI
PR o R PTINDUSTRI TELEKOMUNIKAS
INDONESIA (PERSERCY
(Mama elag (hama jelas)
Jabatan Jakbuitan
Catatan

Fosrmat ﬂ.md.u Birita Arasa Kesepakatan Harga dapat disesuatkan denga.[\ kebutuhan teknis pengadaan.

Tanggal :

Mo Distribusi :

#
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18. Contoh Format Standar Purchase Order (PO) (Print Preview)

L]
T’
1 ]
redabans Prrurvean | Porsrm ) 1% 5 sl ST
FF bwibwainy [elbibissiimibonres Lifdnairnia
L1 S TT Kel @lgreeleag. Kee. Hegel Bandang 30393 R = L IEE PSR E
(TS
REO2ddd
SURAT FESANAN|
FURCHASE ORDER
[ ki )
[ QT SRR [P SSIRPRT AT (o S
Pl Wikl Bersimes % sams sl L T TS N LT
Bi, Pawd B matims s D203 S iy Sligs henmpes WIS | o=y i
1 S Lpsiry |
] dik Srlelis ]
a I Torp & T s LR AT RS R AR AT
# = e al s domgen Rk Som Dbkl fan e Sbuagy )
® SRl L
it
i
RFL FEp AL E
L
Kau i ms | win Taiml Pt b
i b
P P
b ]
B
4
& e
fnail by Mg ¥ wudn wpprnsd by
il erwemia S ool ¥ ladwistri T mimittle il Imibnmsrids | Ferwrrs)

‘ Mo Distribusi

Tanggal :




D

IVISI PENGADAAN

NIAGA & MITRA LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
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Edisi

KN. 011/2020
01

USAHA Halaman : 20 dari 39
19, n t Standar Svarat-Svarat/Ketentuan- ntuan (Hal Bel
EYAMAT. EVARETIETENTAN-NETHNTIAN ORDEE POy

A PATRE AN DA% PEME SN BLRANG ALY

TANG HEEP ALATYINTI DAN VERDOR

Yy frsar (mgge panpeahun &0F A0S PTG Ruriel 0P e SELT B SR e LT
e (el Meeng Ol Smew Ropamuns R

TRNDON G S Seeaar i S i e BT A e jEng s Shien W1
i sn gy § weaew SAMCET DAk DENCL pase T

Pt w i Tl A b Ly e (P bk o Py e g oy e S o P
Hormey Sotag ad giey (e fas  FRIOR e plangiermid Lo pog b g INT S
B i daigra U Torrrn JBALT armgetd * anl e Srany Svaiol Jona Araalean Sas S0 gl i)
Sy ey Sveias Ibw tee apd sl Pemd ow of bl sl NTT wpva bl e o)
el T T s | bt Bt sl peey ot |
s T A s T TR T = ey W g | T
S m RN L Pl B T e w e e by e e 0L SR

B TATA CARS PIMALFLN DAN FEMSATARAN

T g e Saral Sk R P S M ey kS A kel Mepsa kb O
s i TS M e RSN v F it B Jang meeel e piry) Peain
Smra b bk SRS R e e gl ST Mt S L e SR ki s
i N

Fw gl e e Plekiwi e Sl TIFTE 0 Dl oo B LG YEMUDR e meewebolan
=TRSO U, et IWNE T e ApeEIPGAE SoGer = et

C WARGA PO

L]

“ow var 2 B, s ey e w e [ s ons L uers A0 DES Bea (g3 Yerurd
apEeyl TN Uy ey Rl VENDOE s e wets Seteeie staos o Smel
BT i s PO VAL S e Y T

=gl T AR VIR e ol T m rebs tde dpmsgeeriar souel S gemas

SR O PRI WA § T el T i e e rhe DRt S

sl et oo o e T

Aindl

LALE i AT B s L TR S I ST T e sl

AT PR

= g O P Sy e e b Tt st aptie UL e peewesl Lar, e
T gepepaes T B gt piess YNGR oviengun g et son gl sl S by

Elac s Lo

ey dirae Jime w0y gt i ke D S pESasten W irkaem | i o Wl e g Sl i
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S A TR Dy e R ed LD e e el s Pk

E SANSE| AN DENDA

Erw s wan e e By da il e e taiEe N s i B0 T e

TP e w2 T sErEee

TR YL AES A5 LSNETEEE DONIF Ty ACEF Wt B LI T st A Te i

s S04 TSR g BoaeTLen s AT

At WS ety wreeean TR EL e NT e Biaae Seateria et g TROCE

ey ar 1 Halreg, Ly i
Aateg TEHDOR (i welabaanaas PO s, Stvgan beipess gy e Semunal = W e m

S hmel U0 g woed TR e e bl T e bl B ey DRSS ey e

7 P YERDOE owr Partare o0 bty W s e Teweie
TERDOE i = A T R S 2TV el S e Salen e I a0 D e

FoLAS- LS
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VERDA St Fii s s hn agsr seeg (U A Sar g —ur sy mo et Sy s

sepaes MY el b I P B T T Tl L D e N

Sprmery WeSATEE Aruh an trachel et CF Sues sk VENDOR B PR T sTHP WO DY
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Y IR T S L | et fonc® st 1o
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R A e 1y TURS g st (e b B
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Tanggal :

Mo Distribyusi :
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20. Contoh Format Standar Pakta Integritas Pengadaan

Nema Provek / Progject D
Seomoe PR

SAU

Nomor PO

dengln s weystakan bahwa Kam,

PAKTA

P-180013 001 07| PENGEMBANGAN BANDARA ANGEKASA PLRA 1

I, Tidak akan mclakakan prakock KKN;

: 1000023340

(DIVESE PENGADAAN NIAGA DAN MITRA USANA

410004 1011

ada indikasi danistey bukits-buiai KKN & dalem proses pengsdaan mi,

2 Akan melapothan kepads undl kerja terian dalam pengewsan intem mmmI;wmnmumumm

3 Dalam proses pengadiaan inl. berjang| alon melakosnakan tuga secars herh.

damn profouenal dalam e akas

mengeraiken segaln beswrpaan dos samber daye secars oplmal untuk reemberiin ke kerja terbaik mubei dan penyiapan |

pelaktsmsan, dan ponyelesaian pen gacdaan barang i
4. Apabila kami melengper hal-bal yang relah kemi nyntsien dalem PAKTA INTEGRITAS im, kami beredia dikenalan wnks

s, senksd pdeninisiras seves ditumin gann rugl den pudans sesusi denpen brientuay perstsun Perusabaan dan atas

perursdang: sndamipan yang boriaku.
Fungs Pengadman Eama dabgien Tid
Yamg menetapkan RFQ : Tifmi Nunsl Ass POH Managey Mengadaan I NETERMC
Yang nengajukan PO : Tifeni Nunal Aisa PO Menaged Pesgadaan? 0000 i
Yang menetaphan PO . Yahman lh-l}'l'l MK Yice Propsdend h’w ...........................
Niags dan Mid Usaha
Mitra™ cndor : FT Avia Elecrafl FPTCH LT e
Yang md POVK perimk Yaman Lideya SN CRE =]
Froon MO Na. 410004101 |
Page |11 ]
Printed By - PAMANDAAND TR0 2020
Tanggal : l No Distribusi :
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SURAT KEPUTUSAN ;
USAHA | DIRERS] Halaman : 22 dari 39

]

21. Format Standar Laporan Pemeriksaan Barang/lasa (LPB/))

] Barang NiagaNon-Niaga
(] Jase NiagaNon-Niage

LFBJ

LAPORAN PEMERIKSAAN BARANG/JASA (LPB/J)

[ Tl

WBS/PEKERIAAN : .ovssinnusssssnss fonsenssnn sy

Pada har 0l seesesesrense MGG corsrssrassuorces DUIAM overiasa. tERLN
bertandatangan dibawah Ini :

AEREradh e

. Kami yang

INDUSTRI TELEKOMUNIKASI
ha 77 Bandung, dalam hal ini divwakili

1. INTIL : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
INDONESIA, berkedudukan di Jalan Mohammad Tol
oleh:

Nama
Jabatan

II. MITRA sisanan

M i e e Faa

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagal berikut:

4. Nomor Surat MITRA i

INTI dengan disaksikan oleh MITRA telah melakukan pemer
dikdrim/dilaksanakan oleh MITRA dengan hasil _i.'BA.lK DAN
DITERIMA®*), rincian hasil pemeriksaan adalah sebagaimana dima

Barang/Jasa yang diserahkan MITRA kepada INTI (MEMENUHI
KETENTUAN K3&L / TIDAK PERLL PEMERIKSAAN K3&L *)

Laporan Pemeriksaan Barang atau Jasa ini dibuat dalam

n atas Barang atau Jasa yang telah
DAPAT DITERIMA/TIDAK DAPAT
dalam rincian LPB/) ini.

K3&L | TIDAK MEMENUHI

2 (dua) asli yang masing-masing

mempunyai kekuatan hulkum yang sama setelah dlmudatzng:'r"lﬁ dibubuhi cap perusahaan oleh Para

Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

o Dt LPET aah [ Cardang clan Mitra L § PR Copry © Dl Daan, Lioit Presaios
o *hored pang Dok peri

22. Format Standar Rincian Laporan Pemeriksaan Barar\gﬁlgsa (Halaman Belakang LPB/])

Tanggal : ‘ 1

Mo Distribusi ¢
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LAMPIRAN i
NIAGA & MITRA Edisi : 01
USAHA SURAT KEPUTUSAN DIHE*SI Halaman : 23 dari 39
L.PR/ D Barang Maga'Non-Niaga

]:[ Savie Viaga/Von-Viaga

LPB/] Nomor

PEKERJAAN

RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN BARANG ATAU JASA

" Mat1/Service | - | _Hasil Pemeriksaan
[ NiJ . Number | Uraian Earang atau Jasa | it _Qty Diterima | Ditolak 4
L
1 z- | T 1 o p—
! e = — — -
3 T I S A -
B A 1 = —— —
|5 I | Al - -
. — = . L
L i i L — |
iﬂ_ | . . Ll o .
e S == = = == e
L0 — — e
pil T - | E—— —
BEle— 1 - —————— =6 ==
Catatan ;
................................................. Y 4.1 1
Prtugas Peavweriksa/Pengoji dan INTI Petugas dar MITRA
JAhATAN & s ST T R R
o Dntribur TP asdi € Caredang than Mitea &, (PB( Copy Dl Daan, i Pernakar B
& ®jceanet warg) indak pedu

Tanggal :

No Distribusi ;
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NIAGAZMITRA | ¢ o o DIREKst | F9 ~ 01
USAHA Halaman | : 24 dari 39
23. Format Standar Berita Acara Uji Terima (BAUT)
BAUT O Maierial Niaga
D Material Non Niaga
IN.Tl BERITA ACARA UJI TERIMA IPUT]

PEKERJAAN JASA.....oooiionees

Nomor ;[ /BAUT/

Pada hari ini.... tanggal. ... bulan. . tabun..........

«es kami yang berta

L PIHAK FT INDUSTRI TELEKOMUMNIKAS] INDON
KESATL Mochamad Toha 77 Bandung, dalam hal inl
a4 Mama : 7
Jabsatan
i, PIHAK PT. b rised
KEDILIA diwakill oleh
i Mama ¢
Jatnatan
Berdasarkan Kepada |
1. MO KONTRAK 1 e el
2. Nomor Purchase Order Tg:

Rengan ni Para Pihak menyatakan wbagal benkut:

1. PIHAK KESATU dengan deaksikan PIHAK KEDUA telah melakukad

tangan di bawah ini :

{Persero), berkedudukan i falan
#i oleh:
i p ; keri
IR o s s b b b e dalam hal ini
Penyedia jasa

pemeriksaanpengujan atas ad Pekeraan

Material yang telah dilikulan PIHAK KEDUA dengan hasil pemjeriisaan Pengujian vang tercantum pada

larmparan BAUT ini,

L.
dhatat dan menyerahkan selunili hasil peherjaan dimaloud w<uai da
KESATL

Demikian Berita Acara Ujl Terima ini dibuat dalam rangkap 2
kekuatan hukum yang sama setelah ditanclatangani dan dibububi cap

dapat dipergunaian sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
wmma e res— s
JABATAN

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan selunuh Pekerjaan Jasa Subkol

m sesuds dengan PO KONTRAK temebut
peryaratan di PO Kontrak kepads PIHAK

el asll yang masing-masing mempurnyal

peruabagn oleh kedua belah pihak ontuk

PIFAK KESATL,

P OINDUSTRI THEKOMUNIKAST INDONESIA (PERSERDH

JABATAN

Tanggal :

o Distribusi ;
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LAMPIRAN i
NIAGA & MITRA Edisi 01
USAHA SUEAT e TV DIRFJESI Halaman | : 25 dari 39

24. Format Standar Rincian Berita Acara Uji Terima (Halaman Belakang BAUT)

RINCIAN BERITA ACARA UJ TERIMA (BAUT)

BAUT Nomor PP JPL fBAUTY.oin f20...

: Hasi an
No Uraan Jasa/Pekerjaan | Qy fgt Pﬂqﬁum
L
7 3
3.
4.
3
B0
Petugas dari MITRA Petugas Pemériksa/Pengui dan INTI

[ o v oy o Jakatan = oo R k

Tanggal : No Distribusi :
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LAMPIRAN
NIAGA & MITRA Edisi 01
USAHA SURAT KEPUTUSAN DIRESI Halaman | : 26 dari 39

25. Format Standar Berita Acara Progress Pekerjaan (BAPP)

BAPP D Material Niaga
|:1 Material Non Niaga

L 3
[~9TI N

Packa hari ini.... tanggal..... bulan, .. tabuin..eeee. kami yang berandl tangan di bawah in

I INTI : PT INDUSTRI TELEKOMUNIKAST 1N
Aochamad Toha 77 Bandung, dalarm hal ini
a MNama
Jabatan
0. MITRA PT. o berkedudukan di......cooiiiinn dalam hal Ini
diwakili odeh:
a Nama = . Sebagal Penyedia |asa
Jabatan
Berdasarkan Kepatla
1. NOL KONTRAK B e i e memr e maas i [ P YVR SR SR Y "
2. Momor Purchase Ovder @ i, SRR T SRR, S
3. Nomor Surat MITRA [ R R U T Rt a i s st

Dengan ini Para Pihak menyatakan sebagai berikut
lN'ﬂ dengan disaksiban MITRA telah melakukan pemeriicasanipengujian dan Penerimaan Progress Pekerjaan Tahap

ovang telah dilaksanakan cleh MITRA dengan hasil (BAIK . DAPAT DITERIMA | TIDAK DAPAT
D:I?ERJH-"\I' rinclan hasil pemenksaan Penguijian yang tevcantum lampiran BAPP ini, Berdasarkan BAPP ini
MITRA dapat melsksanakan penagihan pekerjaan Tahap .. i

Dernikian Berita Acara Progress Pekeraan ini dibeat dalam rangkap T ((dua) asfi yang masing-masing mempunyai

kekuatan hulurm yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan oleb kedua belah pihak wuntuk
dapat dipergunakan sehagaimana mestinya

an INTI, an MITRA,

JMBATAN JABATAN

Tanggal : L Mo Distribusi :
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LAMPIRAN 1
NIAGA & MITRA Edisi -0
USAHA | SURAT KEPUTLISAN DIREKS| Halaman | : 27 dari 39

26. Format Standar Rincian Berita Acara Progress Peke

BAPF {] Material Niaga
D Material Non Niaga

tjaan (Halaman Belakang BAPP)

* BERITA PR P
BAPP MNowmor
PROJECT IDy
| | Hasil Pemeri (Penerimaan
Mo | Uraian Jasa/Pekerjaan F Sat Qry | Diversrma /Db
1 i
2 |
3
4
5
... 2000
Yang Menyerahkan dar MITRA Potugas Pemerikdaan dari INTI
NIP 2 ey poveeseenmesen rrere S W

Tanggal :

Mo Distribusi ;




LAMPIRAN

NIAGA & MITRA | g1/ AT KEPUTUSAN DIRE

USAHA

DIVISI PENGADAAN ,L No
i

Edisi
Halaman

s KN 011/2020
01
: 28 dari 39

27. Contoh Format Standar Service Acceptance (SA) (Print Preview)

I~TH

PT Indusir] Tebebnmuniband lndninks { Pervrof
Jb Mach ks 77 Rundung #6253

Tel. = +a2-22-A000800  Fan: 2050 20N

Fun, @ oad-3E-ST180T

EENERIMAAN JANA

Furdimg Tl

w4 Meprran
P S
Lo T
Wil T

A8 i

L Ee ]
SIS |
[EL LR LR
S0 Ll

SERVICE ACCEPTANCE (SA)
MITRAVENDOR
boartabed | ol rodmn?
N tglhal waFre Lty e, F1
i W st T N L0 10 0N L %a ]
Nk st | Va1
ke Perwn Fadsun % afud
[ L5 TS R 1 dpss Frmppwemans e 0 Lsay
i Fame BOE L e ) it
Poscgaat S0 bl Gl 0 0 Y Y MR LA WEASA P LA AR
iy
Vashurgy Bals
Isrim Maternal  Sevsine P vigstsn Reranlar (s Lk i
il b Purgimegn | S PL TS | siopanag Beasi
Iwle| bi Peaggeinivens | S0 LTS Lipany Tl
BiE e P his Popirengd Deaa o (s 1 L1 ]
o PL. Imdmniid Irﬁmﬂmlmrﬂi
Dt b bk
Heweived By o
Miding A hmad
P | Nl 1]
Frobol{lly  IAGDALDAAN T305. D614 173247
Tanggal : l No Distribusi :
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LAMPIRAN e
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28. Contoh Format Standar Goods Receipt (GR) (Print|Preview)
L
(=37l
Postung Diate 03002013
FT Indusiri Telckomunikasi Indonesia (Persero) Gl N umber SCHMHIN4L T
JI. Moch Tohs 77 Bandung 40253 P Number 413253
Tel :+61-11-5161501 Ext: 1350, 1331 PR Sumiber | R} 95
Fax, :+=062-21-83214637 el Doc SOngn TS
PENERIMAAN BARAMNG
GOODS RECEIPT (GR)
MITRA/NENDOR
Vendor Code 10127
Vendor Mame Mitra Chraha Inti Litarma, IFT
Aeilklress 1, Moch, Toka No, 77
Contact Pervon Denny Dhermarn
Darlrvery Mote S AR MR
Wpvement Tvpe 10 GR for prasect sick
Project T- 20008 001 02,02 | TITO 2012 SPes
ke D01 PLOS LRGN | 45203
Uxchange Raic 1. 20000
item M. i Serviee Deseription Recxive oy Unit Sloe
ool BON04T | Cabbe Tray Wire Mesh 20X 100M A M 12ad
LU RS Lo TR Cabbe Tray Wine Mesh 1y 100 M 44 M 12Ad
Aon Mitra/Vendor A.n PT. lldJilri Teleknmunikas! Indonesia (Persero)
IMserahkan oleh / Dhiverima alch
Submitted By : Recelved By i
-------- e Iuban
Ka Bag Codpng & Dist
Page [ | ol |
Printed Dy - SAPHASIS, (405 2007 008 00
Tanggal : 1 No Distribusi :
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USAHA Halaman - 30 dari 39
29, Contoh Format Standar Reservation (Print Preview)
=371

T Indusiri Teleknmunikasi Indenesia (Persero)

Tel }
Fav +61-11.5102444

hesapmuarion
Storage Location 1 120W.+ G PTINTI Pradd
Feoemt

SwgeLosstion 120K - g PTINTIN
Movermeot Typs  + 311-TF i within plans

J1 Mach. Toha No. 77 Kel. Cigereleng, Kee. Regol Bandung 40253
+62-22-5201501 '

Tanggal :

Mo Distribusi ¢
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30. Contoh Format Standar Goods Issue (Gl) (Print Preview)
L ]

I~TI
PT Industri Telckomunikasi Indonesis (Persera) Do Dase 19072019
JL Maoch. Tohas No. 77 Kel. Cigereleng, Kee. Repol Bandung 40253 Pesting Date 2190720109
Tel. : +63-33- 8301801
Fax @ +62-22-5202444 O Nitetber 1900015543

PENGELUARAN/PERPINDAHAN BARANG

GOODS ISSUE /| TRANSFER POSTING

Diestenution Cioad Tt =
Storage Lecaion Progect T L5005 000 0]
Addriss
From
Storage Locatian t IZAV - pd FTINTI K-2
Sovernaent Type 915 - GD delivery prosect
Reservation  DOOG0O0000
Item  Muterial ~ Description Tovne/Trmanfer Qty Bl Remarks
ale RODE518 Anierna HE 4 Post TDG 182000081-65F 33,00 SET
oo G004 520 ANTTONOYUTTH- 10,00 SET
B0 | TV 8201 TR0 TDESSF
Recenved by Issued by PT. Industri Telchomunikasi Indoncsia (Perscra)
From Gl Ko 4900055543
Page i of 1]
Printefl By ARURSMATMAN _ 19.07 2009 112:3]
Tanggal : ]l No Distribusi :
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DIVISI PENGADAAN 45 No : KN. 011/2020
USAHA SURAT KEPUTUSAN DIRERS! Halaman | : 32 dari 39

31. Format Standar Penunjukan Personil Pembelian TuLai

PEMNUN]JUKAN PERSONIL
PENCADAAN LAMGSUNG

Merujuk Pasal 12 ayat (2) atau Pasal 13 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Tentang Pedoman
Pengadaan Barang dana tau Jasa Perusahaan, kami yanhg bertanda tangan dibawah ini

menunjuk :

Mama R e A RN - e P e
MIP R o T A R g
JABATAN e b e e s e R
LIMITRERIA i e s e e

Untuk melaksanakan Pengadaan Barang atau Jasa dengan cara Pengadaan Langsung, pada

Diwvisl B e e g L e S
PERIDDE: roiiiidsinioig - TR SRR N R e
Ketentuan dan tata cara pengadaan Pengadaan Langsung dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku di Perusahaan,

Demikian penunjukan ini dibuat, untuk dipergunakanriebagalmna mestinya,

Yang Mengajukan Mengetahui Menetapkan
Ka.DivVP. e Ka,Div/VP Fungsi Kedangan Direktur Terkait

Tanggal : ‘u No Distribusi ;




DIVISI PENGADAAN = -
AL | s oo om0
LA Halaman | : 33 dari 39
4 juan ljin Pen T,

PENGAJUAN IJIN PENGADAAN TAHUN JAMAK

DIVISI :

TAHUN ANGGARAN s.d L

1. Project ID

(Niaga/Non Niaga)

2. Deskripsi Pengadaan R e e S

PENGCGANTIAN
PENAMBAHAN

....................................

(Kajian terlampir)

3. URAIAN BARANG/JASA

MILAI (RP)

Jumlah

Diajukan oleh

Tanggal

Tandatangan

Mengetahui/Menyetujui Div.

Pengelola Angparan

](aDm .......... 13.1;33] .......... Tandamngm
Mengetahui/Menyetujui
Direktur Terkait i | uasieliseds

Diirektur ..ooeiieennne langgal Tandatangan
Catatan : PERSETUJUAN DIRUT

Setuju | Tidak Setuju
dirakﬂnahan llllllllllllllllllllllllllllllll
Direktur Utama

Tanggal : J No Distribusi :




DIVISI PENGADAAN ‘
NIAGA & MITRA

LAMPIRAN 4
USAHA

| SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No L KN. 011/2020
Edisi M
Halaman :+ 34 dari 39

33. FORMAT STANDAR JUSTIFIKASI PENGADAAN

i

v

JUSTIFIKASI PEN
BARANG DAN ATAU )

AAN
PER PROJECT

(disusun dan ditetapkan oleh Unit Fungsional Logistik/Panitia Pengadaan)

Unit Pemakai
Nama Project
WRS

Jenis Anggaran : Niaga / Non Niaga

Anggaran
a. Penjualan
b. RAB Material

ame

c. RAB Jasa R T e

d. RAB Operasional

e. Overhead
Waktu Pelaksanaan
Pengadaan barang dan/jasa

LATAR BELAKANG

Uraian singkat tentang latar belakang diperlukannya barang dan atau jasa tersebut yang dikaitkan

dengan justifikasi kebutuhan.

SPESIFIKASI TEKNIK (LOM dan TOR Jasa)

Uraian tentang spesifikasi teknis dari barang dan atau ja%a vang dibutuhkan sesuai dengan justifikasi

11111

kebutuhan yang telah ditetapkan oleh unit kerja pemakai/user.

METODA/CARA PENGADAAN (Tender Terbuka, PemTihan Langsung, Penunjukan Langsung,

Pembelian Tunai, Swakelola)*

Penjelasan secara detail mengenai metoda pengadaan yang akan dilakukan disertai dengan alasan

pemilihan metoda pengadaan tersebut. Alasan pemilihap harus diuraikan secara konprehensif.

WAKTU PENGGUNAAN
Uraian tentang waktu penggunaan barang dan atau jasd
kebutuhan.

LAMPIRAM
Daftar Lampiran meliputi antara lain :
a. PO Jual atau RKAP

yang diadakan sesuai dengan waktu

b. Daftar detail jumlah kebutuhan barang dan atau jasa {LOM dan/atau TOR)

Tanggal :

No Distribusi :
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USAHA Halaman | : 35 dari 39
c. Daftar spesifikasi teknis barang dan atau jasa, Design Gambar
VI PENUTUP
Demikian justifikasi pengadaan ini dibuat dengan sebenar-benarmya.
[ | NAMA/NIK | JABATAN | TANGGAL 11D
Pimpinan
Dibuat Oleh Rapat Kick of
Meeting
Diperiksa | Ka.Div/\VP
Oleh Fungsi
Operasi
1 o KaDwAP |
Fungsi
Pengadaan
| Ka.Div/VP -
Fungsi
Pemasaran
dan
I _Penjualan i
Disahkan ' Direktur
Oleh Utama

Tanggal : L MNo Distribusi ;




AAN Mo |+ KN. 011/2020
g v LAMPIRAN | | [Edis . 01
USAHA SURAT KEPUTUSAN DIREKS! |\ o on |2 36dariz9 |
Lampiran 2
1. Aliran Proses Prakualifikasi Calon Mitra/Vendor
=
[ 'T PROSEDUR : SELEKS] DAN PENILAAN MITRAVENDOR
N l PROSES © PRAXUALIFTICAST MITRA LSAHA
NOPROSES : MUT1
FUNGSI DAN L0G | FUNGSI RENDAL LOGIDAAN | MITRANVENDOR . KETERANGAN
- Div DAAN & LOG = Sebaga Und Kera
¥ebulukan Mbg U mm mw
Pengacaan Bug e Mitraeodes
-RENDAL LOGDAAN = Sebaga Unt
yang bevtugis melaksanakan s
Cilon Mera UsahaVendor
L
Evaasi MU
Dakar MUT 8 arsip cleh Fungs Rendd
log
o Sortiivl MUT o lnh.mgm pleh
Eneele Ulama
Sertika

No Distribusi :

Tanggal :
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NIAGARMITRA | (o KE"‘PU”'T“' {'J"’s AN““ DIREKS ;gsi ! : ET dioi
USAHA Halaman | : 37 dari 39
2. Aliran Proses Evaluasi Performansi Mitra/Vendor
¢ PROSEDUR : SELEKSI DAN PENILAIAN MITRA VENDOR
'NT' PROSES ¢ PENILAIAN PERFOMANS] MITRA LISAHA
NO PRODSES : MUT2
FUNGSI DAAN & LOG MITRA VENDOR FUNGSI RENDAL LDG KETERANCAN
Eruiasi/ Peniaian e g pesiiuian
Dhitas ] prerioemars: dan e i Wk
| : dhbuimen peeijinun e Vit Lssha
Prmeruhan
r’w\'wr Mt Lk
Ehskignisn Peeifnan
Fvakassi Pestiemuinm
Memerigly
Ko ! i '!
‘ Sark Pembenaan
Mg
&l
Tanggal ; No Distribusi :
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3. Aliran Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Hiag#n Non Niaga
lﬁ:pTl PROSES BISNIS UTAMA PENGADAAN BARANG DAN JASA NIAGA DAN NON NIAGA (PR to PO)
PR _ HPS/UCP
£ ks PR
= S
3 | & sda mr
g m:: ¥ _ﬁm PR i P n-mah mm
(i1
b g ~ -
E AR | p MESLCPdan - Ol
=1 . .
| .
g Sourcing dan
Prabusifdas Mars
L p—
§ Rairant Vendr — 1 e
5
W=
= P
' . i pr—
"""‘;;F""" I = = Create PO PO« Clossing
T ¥
w&num f.wl-.u-:hm Pronl P s
¥ v
Print RFC) ke Pemenany x LCISsEIN
E : § Phund;;q.lmn
% Pe=ictapan Takscara
E Dintribusi RECH Prierarg T P
B L3 Disivhed PO
2 I'-H‘HLI:‘ ¥
Aarmarying Peniirnajn PO
yang udlsh - Ay PO
L — i s
vt oo o
Tanﬁal . i NG DiSlﬁbLLSi .
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DIVISI PENGADAAN

NIAGA & MITRA
USAHA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No : KN. 011/2020
Edisi - 01
Halaman | : 39 dari 39

4. Aliran Proses Pengadaan Barang dan/atau Jasa Buffer 9

tock (Persediaan)

Proses Bisnis Utama Pengadaan Barang/Jasa
untuk Buffer Stok (PR to PO)

S5

o
e
H
H
H

|
Bolfer Stach

PRy S4°, 7R B s ey e P
S ok ok AR sion et o e
e s meshis HP54 UCP secam mmus

! Ronis sor mevierbusior PR

L DAANLDRAN I e ot PO e ey oo
de LGP

T Ve e menvbiie Qmoe

P P Compamn
P Pennirg
Paebar Spcame (rler

Y Peogguer L0/ SAE0N resta gy

[ et Sownemnn dgr bries
s Hooe
[igdam s menrry remmpy

Tanggal :

Mo Distribusi :
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USAHA

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

MNo KN, 0112020
Edisi i
Halaman : 40 dari 39

|

5. Aliran Proses Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan/,

atau Jasa Niaga dan Non Niaga

ltar 3z memone “enmie B
Veoty menpmanr S ona oo
b [ Serm Jaie St Petombe
Press “senar
L By e deedir i quim Ui
b s mesmisyimengn bagian
8t Do memehie LPSY/LP)73ALT
Gt memctier 7
Frgs Pomgaizr s e 38
Ry Hsor domdr o wendy
PN X Y IO
e
Do T dseay e 2
famgr
Vo B SEMAE R
W TR M DT
e meehir oce Fecest wek
SETYY, R GG R B
SERAY Prtayyy

Tanggal :

No Distribusi ;




7 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

JI. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110 Tlp:021-29933678 ext.1202 fax:021-231334)

Nomor - 8- 13/DHK.MBU/03/2020 30 Maret 2020
Sifat Biasa

Lampiran -

Hal - Penyusunan Standar Operasiongl Prosedur (SOP)

Pengadaan Barang dan Jasa BUMN

Yth,
1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Sehubungan dengan perihal tersebut di atasi dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

Peraturan Menten Badan Usaha Milk Negara Nomor PER-08/MBU/12/2018 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Bara

1. Sebagaimana Saudara maklum, pada tanggal IE Desember 2019 telah diberlakukan

g dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
("PER-08/2018")

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf a PER-08/2019 tersebut Direksi Wajib menyusun
dan menyesuaikan tata cara pengadaan barang dan jasa atau SOP di masing-masing
BUMN dengan berpedoman pada PER-08/2019 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
diundangkannya atau paling lambat pada tanggal 16 Maret 2020..

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta kepada seluruh Direksi BUMN untuk
dapat melaksanakan PER-08/2019 tersebut, khususnya penyusunan tata cara pengadaan
barang dan jasa atau SOP di masing-masing BUMN sehingga BUMN memiliki landasan
hukum dan prosedur yang jelas dalam setiap pengadaan barang/jasa. Kami juga meminta
kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN untuk dapat mengawasi
pelaksanaan PER-08/2019, khususnya ketentuan [Pasal 20 huruf a.

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

g Hukum dan Perundang-Undangan

Carlo B. Tewu

Tembusan:

1. Wakil Menteri BUMN I;

2. Wakil Menteri BUMN II;

3. Sekretaris Kementerian BUMN,
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi; dan
5. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko.




SALINAN

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER - UB,IMBI.}; 122019
TENTANG

FPEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN

JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran
penting dalam kegiatan usaha Badan Usaha Milik Negara
guna mencapai tujuan pendirian Badan Usaha Milik
Negara;
bahwa agar proses peiaks.stnaan pengadaan barang dan
jasa di Badan Usaha Milik Negara semakin kompetitif,
transparan dan akuntabel untuk seluruh penyedia barang
dan jasa, serta untuk menumbuhkan iklim usaha yang
sehat pada Badan Usaha Milik Negara maka Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
05/MBU /2008 tentang doman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jash Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah| dengan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik N Nomor PER-15/MBU/f2012
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Penga Barang dan Jasa Badan




Mengingat

Menctapkan

D=

Usaha Milik Negara,

Undang-Undang Nomor ]9 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 70,
Republik Indonesia Nomor

Tambahan Lembaran Negara
4297);

2. Undang-Undang Nomor 4+ Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Ne
2007 Nomor 106, Tam

Indonesia Nomor 4756);

Republik Indonesia Tahun

an Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tehun 2003 tentang

Pelimpahan Kedudukan,
Keuangan
Perusahaan Umum (Pe
(Perjan) kepada Menteri N
(Lembaran Negara Republil
82, Tambahan Lembar
Nomor 4305);

4, Peraturan Pemerintah No
Pendirian, Pengurusan,
Badan Usaha Milik Negar

gas dan Kewenangan Menteri

pada Perusahaan Perseroan (Persero),

} dan Perusahaan Jawatan

Badan Usaha Milik Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomor
Negara Republik Indonesia

r 45 Tahun 2005 tentang
dan Pembubaran
(Lembaran Negara Republik

EeWaSsan,

Indonesia Tahun 2005 Neomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43556);

5. Peraturan Presiden Nom
Kementerian Badan Usaha
Republik Indonesia Tahun
telah diubah dengan Peratu
2017 tentang Perubahan a
41 Tahun 2015 tentang Ke
Negara (Lembaran Negara R
Nomor 74),

MEMUTUSKAN:

r 41 Tahun 2015 tentang
ilik Negara (Lembaran Negara
2015 Nomor 76) sebagaimana
ran Presiden Nomor 41 Tahun
las Peraturan Presiden Nomor
menterian Badan Usaha Milik
rpublik Indonesia Tahun 2017

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

TENTANG PEDOMAN UMUM

FELAKSANAAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA BADAN USAIHE MILIK NEGARA.




BAB1
KETENTI;:EN UMUM
Bagi
Pen

Kesatu
rtian

PaTall

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1

. Badan Usaha Milik Negara,

Pengadaan Barang dan (asa adalah kegiatan untuk
mendapatkan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan
Usaha Milik Negara vyan
anggaran Badan Usaha Milik Negara vang prosesnya dimulai

pembiayaannya berasal dari
dari perencanaan kebutu sampai dengan serah terima
g selanjutnya disebut BUMN,
adalah badan usaha vang
modalnya dimiliki oleh Neé.m melalui penyertaan secara
langsung vyang berasal dari kekayaan
dipisahkan.
Pengguna Barang dan .Jasa aflalah BUMN pemilik pekerjaan.
Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha termasuk
BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik
swasta, badan hukum, orang persecrangan/subjek hukum,
atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang

seluruh atau sebagian besar

Negara yang

kegiatan usahanva menvedi barang dan jasa.

. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau

layanan yang dibutuhkan olch Pengguna Barang dan Jasa.,

. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak

Perusahaan adalah peru
50% dimiliki oleh BUMN
perusahaan yang sahamnya

yang sahamnya lebih dan
vang bersangkutan atau
lebih dari 50% dimiliki oleh

. Perusahaan Terafiliasi BU

BUMN lain atau perusahas
gabungan kepemilikan sahan

sahamnya lebih dari 50% di
gabungan Anak Perusah
Perusahaan dengan BUMN.

n patungan dengan jumlah
BUMN lebih dari 50%.

adalah perusahaan yang
iliki oleh Anak Perusahaan,
, atau gabungan Anak




Bagm]n Kedua
Rua.ng' Lingkup

Pa
Peraturan Menteri ini berlaku

2
tuk semua Pengadaan Barang

dan Jasa yang dilakukan oléh BUMN yang pembiayaannya
berasal dari Anggaran BUMN, termasuk vyang dananya
bersumber dari penyertaan medal negara, dana BUMN untuk

pelaksanaan subsidi/kewaji
service obligation)/penugasan
dana Anggaran Pendapatan
Pendapatan dan Belanja Daer
Pemerintah.

Bagian

Tuj

pelayanan umum (public
Pemerintah yang diganti dari
dan Belanja Negara/Anggaran
ah, dan pinjaman BUMN dari

Ketiga
jan

P
Tujuan pengaturan mengenai
adalah:

a.

menghasilkan Barang dan J&

3
ngadaan Barang dan Jasa ini

yang tepat kualitas, jumlah,

waktu, biaya, lokasi, dan penvedia;

meningkatkan efisiensi;

mendukung penciptaan nilai tambah di BUMN;

d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan

keputusan;

e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan
profesionalisme;

f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money

dengan cara yang fleksibe] dan inovatil namun tetap

kompetitif, transparan, akun

yang baik;
meningkatkan penggunaan

meningkatkan peran pelaku
meningkatkan sinergi antar

bel dilandasi etika pengadaan

roduksi dalam negeri;
isaha nasional;
BUMN, Anak Perusahaan,

p1

dan/atau Perusahaan Tamﬁhrai BUMN.




Bagian Keempat

Prinsip
Pasal 4
(1) Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-
prinsip:
a. efisien, berarti Penga Barang dan Jasa harus

diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan
terbaik dalam waktu yvang cepat dengan menggunakan
dana dan kemampuan ptimal mungkin secara wajar
dan bukan hanva di kan pada harga terendah.
Untuk Pengadaan B g dan Jasa strategis vang
memiliki nilai yang |signifikan dapat dilakukan
pendekatan total cost of pwnership (TCO);

efektif, berarti Pengadaa
dengan kebutuhan

Barang dan Jasa harus sesuai
g telah ditetapkan dan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan;

kompetitif, berarti Pen rl:h'.msm Barang dan Jasa harus
terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi
persyaratan dan dilaku melalui persaingan yang
sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara
dan memenuhi svarat/kriteria tertentu berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi

mengenai Pengadaan B g dan Jasa, termasuk syarat
teknis administrasi pen , tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang dan Jasa,
sifatnya terbuka bagi pesérta Penyedia Barang dan Jasa
vang berminat;
adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon PTn}fedia Barang dan Jasa vang
memenuhi syarat;
terbuka, berarti pcngadﬂ.an Barang dan Jasa dapat
diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang
memenuhi syarat; dan




(2)

(3]

(4)

(S
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g akuntabel, berarti harys mencapai sasaran dan dapat
dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dan
potensi penyalahgun dan penyimpangan.

Pengguna Barang dan Jasa mengutamakan penggunaan

produksi dalam negeri, ra g bangun dan perekayasaan

nasional, serta perluasan| kesempatan bagi usaha kecil
scpanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan,

Pengguna Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi

penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap

mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dalam ran mendorong pertumbuhan
industri dalam negeri. Tkﬂ

Pengguna Barang dan Jasa|dapat melakukan sinergi antar
BUMN/Anak Perusahaan/ F[arusaha.an Terafiliasi BUMN.

Penyedia Barang dan Jasa merupakan pemilik produk atau
layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang
dan Jasa bersangkutan.

Bagipn Kelima
Kabijakan

sal 5

Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan Kebijakan

antara lain:

meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatil dan
strategi  Pengadaan B g dan Jasa  untuk
mengoptimalkan value for m :

menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian
tujuan perusahaan;

melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih
transparan, kompetitif, dan gkuntabel;

mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan
pendayagunaan produksi negeri;

memberi kesempatan pada|pelaku usaha nasional dan

usaha kecil;




elembagaan dan Sumber Daya
dan Jasa;

f. memperkuat kapasitas

Manusia Pengadaan Bar
g. memanfaatkan teknologi informasi;
h. memberikan kesempa

Pengadaan Barang dan

kepada anak perusahaan
dan/atau antar BUMN /Anak
Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMN;

melaksanakan pengadaan

sinergi

vang strategis, modern, inovatif;
dan/atau
memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan

pengelolaan risiko.

Bagian Keenam
Etika Pengadaan

Pasal
Ja

wajib menerapkan etika

pengadaan antara lain:

a.

melaksanakan tugas
jawab untuk mencapai sa

tertib, disertai rasa tanggung

an, kelancaran, dan ketepatan
tujuan Pengadaan Barang Jasa;
bekerja
kerahasiaan informasi
dirahasiakan untuk mence

Barang dan Jasa;

secara profesional, mandiri, dan menjaga
vang menurut sifatnya harus

penyimpangan Pengadaan

tidak saling mempengaruhi L:tmk langsung maupun tidak
langsung vang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
vang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak
yvang terkait;

menghindari dan mence
kepentingan pihak yang terkait,
maupun tidak langsung, vang berakibat persaingan usaha

terjadinya pertentangan

baik secara langsung

tidak schat dalam Pengadaan

f. menghindari dan mencegah

keuangan negara/ perusahaan;

g menghindari dan mencegah
dan/atau kolusi; dan/atau

Barang dan Jasa;
pemborosan dan kebocoran

¥

penyalahgunaan wewenang




h. tidak menerima, tidak men

warkan, atau tidak menjanjikan

untuk memberi atau menérima hadiah, imbalan, komisi,

rabat, dan apa saja d
diketahui atau patut didu

Barang dan Jasa.

B

i atau kepada siapapun yang
T berkaitan dengan Pengadaan

Eetujuh

Penggunaan Profduksi Dalam Negeri

(1)

produksi dalam negeri, rang

nasional, serta perluasan ke

(2) Dalam rangka mendorong

negeri, Pengguna Barang

preferensi penggunaan prod
mengindahkan ketentuan pe

yang berlaku.

Pasal 7
Pengguna Barang dan JaI mengutamakan penggunaan

rang bangun dan perekayasaan
sempatan bagi usaha kecil.

pertumbuhan industri dalam
dlan Jasa dapat memberikan
Lksi dalam negeri dengan tetap

eraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan

Monitoring Penggunaan

Pa
Direksi membentuk Tim Tin

Produk Dalam Negeri

8
t Komponen Dalam WNegeri

(TKDN) puna memonitor dap memastikan penggunasan
komponen dalam negeri dalam Péngadaan Barang dan Jasa.
Bagian Kesembilan
Preferensi Harga
Pasal 9

(1)

atas produk dalam negeri
komponen dalam negeri lebih

(dua puluh lima persen).

{(2) Preferensi harga produk

diberikan paling tinggi 25% |

Pengguna Barang dan Jasa

memberikan preferensi harga
yang memiliki nilai tingkat
besar atau sama dengan 25%

lam negeri untuk barang
ua puluh lima persen).




(3

(1)

(2)

(3)

(4

c. Penunjukan langsung,

Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa
konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri
diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).

BAB I
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Cara Pengadaan Barang dan Jasa

Famrl 10
Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan
kebutuhan Pengguna dan Jasa serta dilaksanakan
dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 dan praktek yang berlaku umum (best practice).
Cara Pengadaan Barang dah Jasa dapat dilakukan dengan
cara antara lain tetapi tidak terbatas pada:

a. Tender/Seleksi Umum, yvaitu diumumkan secara luas
melalui media massa| guna memberi kesempatan
kepada Penyedia dan Jasa yang memenuhi
kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;

b. Tender Terbatas/Seleksi Terbatas, yaitu Pengadaan

Barang dan Jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas
sekurang-kurangnya (2) penawaran;

itu Pengadaan Barang dan

Jasa yang dilakukan
satu Penyedia Barang |dan Jasa atau penunjukan
melalui beauty contest; atau

a langsung dengan menunjuk

d. Pengadaan langsung, vaitu pembelian terhadap barang

vang terdapat di pa dengan demikian nilainya
berdasarkan harga pasar, termasuk E-purchasing.

Tata cara Pengadaan

dimaksud pada ayat (2] didawr lebih lanjut oleh Direksi

BUMN.

Direksi dapat mengatur

g dan Jasa sebagaimana

reyaratan adanya jaminan
penawaran (bid bond)] d proses tender/seleksi umum
atau tender terbatas/seleksi terbatas, kecuali dalam hal

penyedia barang dan jasa adalah BUMN atau eks BUMN.




(5]

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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Cara pengadaan sebagaimana dimaksud ayat [(2) dapat
dilakukan menggunakan |sarana e-procurement, kecuali
untuk pengadaan jasa konsultansi yvang membutuhkan
kompetensi teknis tertentul

Pasal 11

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan
oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan, atau
lembaga profesional yang memenuhi syarat.

Panitia pengadaan atau peiaba.t pengadaan, atau lembaga
profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
menandatangani Pakta Inltegritas (letter of undertaking)
untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa.

Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas mengenai prosed dan hasil Pengadaan Barang
fifat substansial (bukan bersifat
dari prinsip tata kelola

dan Jasa tertentu yang bersi
rutin)] sebagai penerg
perusahaan vang baik.

Pengadaan Barang dan (Jasa tertentu yang bersifat
substansial (bukan bersifat| rutin) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan

Dewan Komisaris/Dewan WaS.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan|Jasa Jangka Panjang

Pasal 12

Pengadaan Barang dan Jasa Jangka Panjang dapat

dilaltukan antara lain untulk:

a. pekerjaan yang penyelesajannya lebih dari 12 (dua belas)
bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;

b. pekerjaan yang memberi manfaat lebih apabila
dikontrakkan untuk j waktu lebih dari 1 (satu)
Tahun Anggaran dan ing lama 3 (dga) Tahun
Anggararn;

c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang;

atau

d. pekerjaan rutin yang harys tersedia di awal tahun.







(2] Untuk pengadasan se

(1)

(2)
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dimaksud pada ayat (1),
si dapat membuat formula
|price adjustment] baik untuk
kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan
kondisi pasar dan best praTces yvang berlaku.

apabila diperlukan Di
penyesuaian harga terten

Bagian Ketiga
Penunjukan Langsung

13
Pengadaan Barang dan j:f melalui penunjukan langsung
dilakukan dengan menuanlk langsung 1 (satu) Penyedia
Barang dan Jasa atau penunjukan melalui beauty contest.
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu dari
persyaratan sebagai berikuty
a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama
perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya
(business critical assetf),
b. Hanya terdapat satu Pdnyvedia Barang dan Jasa vang
dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan
pengguna |user requi f) atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
c. Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive
dan memelihara produk
kelangsungan pengetahuan

tersebut membutu
dari Penyedia Barang Jasa,

d. Bila pelaksanaan Penga Barang dan Jasa dengan
menggunakan cara tender/seleksi umum atau tender
terbatas/seleksi terba telah 2 (dua) kali dilakukan
dan tidak mendapatkan Penyedia Barang dan Jasa
yvang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi
kriteria atau tidak arja pihak vang mengikuti
tender/ selelksi;

e. Barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas
kekayaan intelektual (HAKI) atau yang memiliki
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jaminan  (warranty)| dari  Original Equipment
Manufacture,

f. Penanganan darurat pntuk keamanan, keselamatan
masyarakat, dan aset ﬁr_rategi,s perusahaan;

g. Barang dan jasa yang merupakan pembelian berulang
(repeat order] sepanjang harga yang ditawarkan
menguntungkan den tidak mengorbankan kualitas
barang dan jasa;

h, Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang

bersifat lokal maupun nasional (force majeure);

i. Barang dan Jasa jutan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat
dipecah-pecah  dari | pekerjaan vyang  sudah
dilaksanakan sebelumnya;

j» Penyedia Barang dan| Jasa adalah BUMN, Anak
Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN
sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa vang
dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai
dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa
bersangkutan;

k. Pengadaan Barang dan|Jasa dalam jumlah dan nilai
tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih
dahulu mendapatkan ﬂeraemjuan Dewan Komisaris;
dan/atau

l. Konsultan vang tidak direncanakan sebelumnya untuk
menghadapi perma tertentu  yang sifat
pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak

dapat ditunda.

(3) Persyaratan sebagaimana |dimaksud pada ayat (2]
dituangkan dalam ketentuan internal dengan
memperhatikan tujuan dan grinsip Pengadaan Barang dan
Jasa.

(4] Penunjukan langsung scbaga.ima.n& dimaksud pada ayat (2}
dilakukan dengan ketentugn Barang dan .Jasa yang
dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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bidang usaha dari pcnyedﬂa barang dan jasa bersangkutan
dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral.

Bagian

Keempat

Sanggahan

Untuk menjamin adanya

sama (equal treatmenti) dal
maka Direksi
kesesuaian tata cara d
internal.

Sanggahan dapat dilaku

mengatur

sanggahan terkait

14
sparansi dan perlakuan yvang
Pengadaan Barang dan Jasa,

dengan
prosedur dalam ketentuan

dalam proses tender/seleksi

umum atay tender terbatas[seleksi terbatas.

Sanggahan dilakukan ole

Penyedia Barang dan Jasa

maksimal dalam jangka walktu 2 (dua) hari kalender setelah

pengumuman  pemenang

atau sebelum kontrak

ditandatangani, mana yang lebih dahulu,
BUMN menyampaikan kepulusan atas sanggahan tersebut
maksimal 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya

pengajuan sanggahan.

Bagian

Kelima

Kontrak

Pasal
Pelaksanaan Pengadaan B

15
g dan Jasa dituangkan dalam

kontrak/perjanjian antara Péngguna Barang dan Jasa dan

Penyedia Barang dan Jasa|yang mengatur secara jelas
mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Kontrak atau perjanjian se

imana dimaksud pada ayat

(1) harus mengindahkan ketgntuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan
baik (good corporate governa
dalam pengambilan kepu
rule}.

tata kelola perusahaan vang
serta prinsip kehati-hatian
bisnis (business fudgment
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BAB III

PENGADAAN UNTUK BUMN TERBUKA, ANAK PERUSAHAAN

DAN PERUSAHAAN TERAFILIASI BUMN

Pasal 16

Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini
bagi BUMN yang berbentuk Persero Terbuka, dikukuhkan dalam
RUPS masing-masing Persero Terbuka tersebut atau dengan
mengadopsi secara langsung d Peraturan Direksi.

(1)

(2

(1)

(2)

Pasal 17

Bagi Anak Perusahaan darl] Perusahaan Terafiliasi BUMN,
dapat memberlakukan raturan Menteri ini yang
dikukuhkan dalam RUBS Anak Perusahaan atau
perusahaan terafiliasi yang - rsangkutan,

Dengan pemberlakuan Pergpturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
Anak Perusahaan dan/atay Perusahaan Terafiliasi BUMN
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapat menunjuk
langsung BUMN atau sﬂf:g melakukan penunjukan
langsung, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan s:kmrr].

BAB(IV
KETENTUAN|LAIN-LAIN
Pasal 18
BUMN mcndnkumenmaikap pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa.
BUMN membuat daftar rekam jejak (track record)
Penyedia Barang dan Jasa, s¢hingga:

a. Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya yvang bersifat
strategis dan/atan materi
tersebut untuk memprioritaskan Penyedia Barang dan
Jasa vang telah memiliki rekam jejak (track record)

dapat menggunakan daftar

teruji.
b. BUMN Pengguna B dan Jasa dapat
memanfaatkan daftar yang ada dari BUMN lain,
Instansi Pemerintah, dan/atau daftar terpublikasi
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lainnya atau untuk memanfaatkan data rekam jejak
penyedia dan/atau mdnghimiari penggunaan Penyedia

Barang dan Jasa yang masuk ke dalam blacklist.
{3) Pencantuman Penyedia Barang dan Jasa ke dalam blacklist
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai

dengan alasan yang cukup|dan dapat diakses oleh BUMN-
BUMN lain dalam website Kementerian BUMN,

P
Dalam proses tender/seleksi
terbatas yang memerlukan

19

um dan tender terbatas/seleksi
Of Reference (TOR) atau
Pengadaan Barang dan Jasa,

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Dengan berlakunyva Peraturan Menteri ini, maka:
a. tata cara Pengadaan B dan Jasa yang diatur oleh

Direksi wajib disesuaikan idengan ketentuan Peraturan
Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
diundangkannya Peraturan Menteri ini; dan/atau

b. tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ada
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau
belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB
KETENTUAN E-::NUTUP
Pa:salll 1
Pada s=saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha |Milik Negara Nomor PER-
05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum  Pelaksanaan

Pengadaan Barang Dan Jasagfadan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah diubah dengdn Peraturan Menteri Badan
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Usaha Milik Negara Nomo
Perubahan Atas Peraturan Me
Negara Nomor PER-05/MBU/

- PER-15/MBU/2012 tentang
nteri Negara Badan Usaha Milik
2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik

Negara, dicabut dan dinyatakar tidak berlaku.

Pa
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Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

12 Desember 2019

Diteta plcagllji Jakarta

pada tan

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK|INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUB

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

2019 NOMOR 1613




